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PENGANTAR 
EDITORIAL

Bookchapter dengan judul “Pengentasan Kemiskinan: 
Agenda yang Tidak Pernah Selesail” ini akan membahas mengapa 
permasalahan ini belum terselesaikan, meski telah banyak usaha 
yang dilakukan. Buku ini mengkaji berbagai faktor yang membuat 
kemiskinan masih sulit dihapus dan apa yang harus dilakukan 
dalam upaya mengatasi masalah ini. Buku ini, membahas 
hambatan yang muncul, mencari tahu apa yang telah berhasil dan 
belajar dari pengalaman masa lalu tentang upaya pengentasan 
kemiskinan. Semua ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 
lebih mendalam mengenai permasalahan kemiskinan. Buku ini 
ditujukan kepada pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi, 
serta pemerhati masalah sosial. "Pengentasan Kemiskinan: Agenda 
yang Belum Tuntas" ini adalah pengingat akan tanggung jawab 
bersama kita untuk menghadapi masalah yang mendesak ini dan 
mendorong semua pihak untuk memperbaiki dunia agar lebih adil 
dan merata. Buku ini membahas konseptualisasi kemiskinan dan 
menyajikan berbagai kasus upaya pengentasan kemiskinan yang 
telah dilakukan di berbagai belahan dunia. Ini akan memberikan 
wawasan mendalam mengenai bagaimana konsep kemiskinan 
telah berkembang dan menginspirasi tindakan nyata untuk 
mengatasi masalah ini. Buku ini adalah hasil kolaborasi kontributor 
yang berkomitmen pada perubahan sosial dan pembangunan 
berkelanjutan. Terimakasih telah bergabung dalam perjalanan 
penting ini. 
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Secara umum kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu  
kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki 
akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi, seperti 
pendapatan, pekerjaan, pendidikan, dan perumahan. Ini adalah 
keadaan di mana kebutuhan dasar manusia, seperti pangan, 
pakaian, dan tempat tinggal, tidak dapat dipenuhi secara memadai. 
World	Bank	mendefinisikan	kemiskinan	sebagai	sebuah	kondisi	
ketika seseorang tidak memiliki akses terhadap peluang untuk 
memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, air bersih, sanitasi, 
pendidikan, dan layanan kesehatan. Sedangkan menurut United 
Nations Development Programme (UNDP) kemiskinan tidak hanya 
berhubungan dengan kurangnya pendapatan. Tetapi  mencakup 
ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan dan peluang, serta 
kekurangan	dalam	keamanan	dan	hak-hak	dasar.	Definisi	berbeda	
dikemukakan oleh International Labour Organization (ILO)  
bahwa kemiskinan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, 
mencerminkan ketidaksetaraan dalam distribusi peluang dan 
keuntungan ekonomi, serta keterbatasan akses terhadap pekerjaan 
yang	layak	Perbedaan	definisi	kemiskinan	bergantung	pada	konteks	
geografis,	budaya,	dan	pandangan	organisasi	atau	lembaga	yang	
memberikan	definisi.

Berdasarkan data dari BPS, angka kemiskinan di Indonesia 
menunjukkan penurunan pada tahun 2023 yaitu 9,36 persen. Angka 
ini lebih rendah dibandingkan angka pada tahun 2022 yaitu 9,57 
persen. Data tersebut memperlihatkan bahwa penurunan angka 
kemiskinan hanya 0,21. angka kemiskinan di Indonesia bersifat 
spesifik wilayah, dengan garis kemiskinan yang spesifik untuk 
setiap wilayah perkotaan dan perdesaan di seluruh provinsi. Angka 
kemiskinan perkotaan dan perdesaan di Indonesia menunjukkan 
disparitas yang cukup tinggi. Angka kemiskinan di perkotaan 
menunjukkan angka 7,29 persen dengan jumlah penduduk 11,74 
juta orang, sedangkan di perdesaan mencapai  12,22 persen yang 
mencakup jumlah penduduk 14,16 juta orang. Tingkat kemiskinan 
di Indonesia merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi 
oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi, kesenjangan 
antar wilayah, ketimpangan pendapatan, dan determinan sosial. 
Angka	kemiskinan	di	Indonesia	bersifat	spesifik	wilayah,	dengan	
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garis kemiskinan yang spesifik untuk setiap wilayah perkotaan 
dan perdesaan di seluruh provinsi. Hal ini didukung oleh , yang 
melaporkan bahwa sekitar separuh penduduk Indonesia hidup 
di bawah Rp15.000 per hari, yaitu sekitar PPP USD 2,25 per hari, 
yang menunjukkan sebagian besar penduduk hidup dalam 
kemiskinanSelain itu, digarisbawahi bahwa peringkat kemiskinan 
di Indonesia didasarkan pada garis kemiskinan nasional, di mana 
individu yang berpenghasilan kurang dari Rp440.538 (USD 30,2) 
per bulan dianggap hidup dalam kemiskinan (Kadir et al., 2021). 
Berdasarkan penyebabnya, kemiskinan terbagi menjadi 2 macam: 
(1) Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh 
adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang 
membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu 
sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan (2) 
Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi sebagai 
akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat 
tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, 
karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan 
tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri 
mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan 
lain seseorangatau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena 
mereka miskin. Secara konseptual menurut standar penilaiannya, 
kemiskinan dibagi menjadi kemiskinan relatif dan absolut: (1) 
Ukuran kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang 
ditentukan dan ditetapkan secara subjektif oleh masyarakat 
setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah 
standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara 
relatif; (2) Standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan 
standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi 
kebutuhaan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun 
non-makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi 
kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan.

Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia dikaji dari 
berbagai sudut pandang. Diantaranya  pertumbuhan ekonomi 
dan belanja publik, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, 
dan perlindungan sosial, terhadap pengentasan kemiskinan 
di Indonesia, dan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk 
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mengentaskan kemiskinan. Hasil dari upaya pengentasan 
tersebut menunjukan hasil yang beragam, dan bergantung pada 
kesesuaian antara program yang dilaksanakan dengan karakteristik 
kemiskinan. Buku bunga rampai ini bertujuan untuk melengkapi 
dan memperkaya referensi tentang kemiskinan bagi akademisi dan 
praktisi pemerhati masalah kemiskinan. Sedangkan isi buku terdiri 
dari berbagai artikel yang ditulis oleh akademisi sesuai dengan 
bidang keahliannya. Pembahasan dalam buku ini meliputi: 

Bab 1  Memahami Kemiskinan: Konsep, Jenis dan Strategi 
Penanggulangannya

BAB 2  Faktor Penentu Kemiskinan

BAB	3		 Dekomoditasi	Kemiskinan	di	Indonesia:	Satu	Refleksi	
Humanisme

BAB 4  Penanggulangan Kemiskinan di Perdesaan Melalui 
Transformasi Ekonomi Petani

BAB 5  Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa (Suatu Kajian 
Teoritis)

BAB 6  Flexibilitas Birokrasi dan Kelembagaan dalam Mengatasi 
Kemiskinan Ekstrem Di Jawa Tengah Bagian Selatan

BAB 7  Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten 
Aceh Barat

BAB 8  Entrepreneurship Sebagai Upaya untuk Mengurangi 
Kemiskinan

BAB 9  Pengembangan Desa Wisata Sebagai Strategi Pengentasan 
Kemiskinan di Pedesaan

BAB 10  Peran Inovasi dan Kreativitas Aparatur Desa dalam 
Pengentasan Kemiskinan

BAB 11  Digitalisasi UMKM Sebagai Upaya Penanggulangan 
Kemiskinan di Kabupaten Banyumas
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BAB 12  Public-Private Partnership dalam Menangani Kemiskinan 
dan Stunting di Perdesaan
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A. Pendahuluan

Birokrasi menghadapi tantangan dalam melaksanakan kegiatan 
secara	efisien	dan	efektif.	Di	sisi	lain	birokrasi	identik	dengan	kinerja	
yang berbelit-belit, struktur yang terlalu besar, penuh dengan 
kolusi, korupsi dan nepotisme, serta tidak ada standar yang pasti 
(Yusriadi & Misnawati, 2017). Rekam jejak birokrasi dianggap tidak 
profesional, tidak netral, dan sangat paternalistik yang menjadi akar 
korupsi, kolusi, dan nepotisme (Firnas, 2007). Rekam jejak birokrasi 
juga memiliki citra buruk, khususnya di negara sedang berkembang 
yang mewarisi tradisi korup dan kurang berpihak pada rakyat, kaku 
serta formalistis. Di sisi lain, menghadapi masyarakat dan ekonomi 
yang digerakkan inovasi teknologi maka birokrasi di negara sedang 
berkembang	dihadapkan	pada	tuntutan	efisiensi,	produktivitas,	
akses rakyat terhadap informasi, kepastian, dan rasa aman (Arifah, 
2020).

Konsep birokrasi Weberian yang bersifat formal, struktural, 
hirarkis, dan berbasis pada aturan, di abad ke-21 menemui tantangan 
reformasi dari sekedar birokasi di sektor publik menjadi meluas 
ke sektor privat (Meier & Hill, 2005). Birokrasi yang berbasis The 
Old Public Administration berpegang pada prinsip Weber dengan 
ciri utama rational choice yang mengabaikan aspek kemanusiaan, 
tertutup dan kontrol publik minim, ukuran efisiensi bukan 
responsiveness, bersifat top-down dipandang tidak memberikan 
ruang bagi inisiatif dari bawah, penghambat pembangunan dan 
dinamika sosial, serta mengabaikan hak-hak warga negara. 

New Public Management (NPM) merupakan tonggak 
pergeseran gagasan dari pemerintah (government) ke pemerintahan 
(governance), dimana lebih menekankan pada tata kelola yang 
melibatkan banyak peran, terlebih peran swasta. New Public 
Management dipandang mengesampingkan partisipasi publik 
sehingga muncul konsep New Public Service (NPS) yang dipelopori 
oleh Janet V. Dendhardt dan Robert B. Dendhardt yang menekankan 
pada prinsip melayani warga, berorientasi pada kepentingan 
publik, mengutamakan nilai kemasyarakatan, berpikir strategis dan 
bertindak demokratis, serta berorientasi pada pelayanan publik. 
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Birokrasi di abad ke-21 menghadapi tantangan baik dari 
aspek teoritis (intelektual) maupun praktis. Tantangan-tantangan 
tersebut antara lain meliputi tantangan politik untuk mereformasi 
birokrasi; ide New Public Management untuk privatisasi; 
tantangan postmodernisme, yaitu desentralisasi, partisipasi 
yang lebih luas, dan client-driven organizations; serta tantangan 
model Principal-Agent (Meier & Hill, 2005). Globalisasi di awal 
milenium mempengaruhi revolusi tatanan pemerintahan dimana 
reformasi birokrasi menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing. 
Terkait reformasi birokrasi dibutuhkan adanya komitmen politik. 
Perubahan masyarakat mendorong menguatnya tuntutan terhadap 
pelayanan yang berkualitas, cepat, dan akurat sehingga transformasi 
atau perubahan internal birokrasi baik secara institusional maupun 
individu menjadi kebutuhan. Good governance merupakan muara 
dari penyelenggaraan pelayanan publik yang membutuhkan 
kompetensi birokrasi untuk mendesain dan melaksanakan kebijakan 
(Haning, 2018).

Solusi untuk perbaikan pemerintahan pada saat ini adalah 
dengan melakukan perubahan mendasar baik mind set maupun 
culture set dari yang bersifat mengawasi, mengontrol dan menguasai 
(colonial paradigm), menjadi good public service serta meminalisir 
kolusi, korupsi, dan nepotisme (Ginting & Haryati, 2011). Proses 
dalam reformasi birokrasi adalah proses yang sistematis, terpadu, 
dan komprehensif yang ditujukan untuk merealisasikan tata 
pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi merupakan proses 
politik untuk menyesuaikan hubungan antara birokrasi dan elemen 
masyarakat sipil dan swasta, maupun di dalam birokrasi itu sendiri. 
Reformasi birokrasi dilakukan dalam upaya menuju perubahan 
untuk pemerintahan yang lebih baik dalam melayani masyarakat 
dan sesuai dinamika perubahan sebagai bagian dari demokratisasi 
terutama peralihan budaya birokrasi yang paternalistik menuju 
birokrasi yang terbuka terhadap masukan dan kritikan (Putera, 
2009).

Di Indonesia, reformasi birokrasi merupakan agenda penting. 
Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang 
membagi tiga fase reformasi birokrasi. Fase pertama (tahun 2009-
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2014), pencapaian rule-based bureaucracy. Fase kedua (tahun 
2015-2019), menjadi performance based bureaucracy. Fase ketiga 
(tahun2020-2025), menjadi dynamics governance atau birokrasi 
berkelas dunia. Reformasi birokrasi di Indonesia memiliki fokus 
delapan area perubahan yang meliputi: 1) Manajemen Perubahan, 
2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan, 3) Penataan dan 
Penguatan Organisasi, 4) Penataan Tatalaksana, 5) Penataan Sistem 
Manajemen SDM, 6) Penguatan Akutanbilitas,                             7) 
Penguatan Pengawasan, dan 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan 
Publik. 

Diharapkan pada akhir periode Grand Design, yaitu pada 
tahun 2025 telah dihasilkan governance yang berkualitas. Semakin 
baik kualitas governance, semakin baik pula hasil pembangunan 
(development outcomes) yang ditandai dengan tidak ada korupsi, 
APBN/APBD efektif dan efisien, semua program dapat selesai 
dengan baik, semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat,  
komunikasi dengan publik berjalan dengan baik, penggunaan waktu 
atau jam kerja efektif dan produktif, adanya penerapan reward and 
punishment secara konsisten dan berkelanjutan, serta adanya hasil 
pembangunan yang nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, 
dan propengurangan kemiskinan).

Di Provinsi Jawa Tengah, reformasi birokrasi menjadi bagian dari 
komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam 
visi dan misi Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2023. Misi ke-2 yaitu 
Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas 
sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota. Misi tersebut memiliki 
tujuan utama: 1) menciptakan pelayanan publik yang dinamis 
melalui open government dan pemerintahan yang responsif; 2) 
meningkatkan	efektivitas	dan	efisiensi	manajemen	pemerintahan	
melalui perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan 
yang akuntabel; 3) mengembangkan manajemen sumberdaya 
manusia aparatur yaitu fokus pada integritas (kompetensi dan 
etika ) baik secara pribadi dan institusi, mengembangkan budaya 
inovatif, dan quality assurance aparatur. 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 
2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2019-2023, substansi dari ketentuan tersebut adalah bahwa 

121



Reformasi Birokrasi harus dilaksanakan secara komprehensif, 
simultan, dan berkelanjutan. Reformasi birokrasi tidak saja 
mengubah prosedur dan kelembagaan, tetapi mampu merubah 
mind set dan culture set birokrasi, sikap dan perilaku aparatur 
negara menjadi bersih, profesional, melayani, sejahtera, dan netral. 
Terdapat tiga dimensi utama Arah Reformasi Birokrasi tahun 2019-
2023. Pertama, pelayanan  publik  yang  semakin dinamis dengan 
membangun open government dan pemerintahan yang responsive. 
Kedua,	efektivitas	dan	efisiensi	manajemen	pemerintahan	melalui	
proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan 
yang akuntabel. Ketiga,  kapasitas  kelembagaan serta manajemen 
sumber daya manusia aparatur yang semakin baik dengan 
mendorong birokrasi yang inovatif dan dijamin dalam quality 
assurance aparatur. 

Area reformasi birokrasi sesuai regulasi tersebut di atas terdiri 
dari tiga bidang yang meliputi pelayanan publik, sistem manajemen 
pemerintahan, dan peningkatan   kapasitas   kelembagaan   perangkat   
daerah  serta manajemen sumber daya aparatur. Road Map tahun 
2019-2023 juga memiliki beberapa quick wins, yaitu pembentukan 
pelayanan terintegrasi, layanan sistem satu data, satu perangkat 
daerah satu inovasi, dan arsip Elektronik Masyarakat (EMAS).

Reformasi pelayanan publik dimulai dengan pembukaan akses 
yang lebih luas kepada publik, peningkatan transparansi, dan 
partisipasi melalui kanal aduan masyarakat, serta inovasi layanan 
publik terutama berbasis teknologi informasi. Reformasi sistem 
manajemen pemerintahan dilakukan dengan membangun sistem 
pengendalian internal dan sistem manajemen pemerintahan melalui 
konsep Government Resources Management System (GRMS) yang 
sudah dimulai sejak tahun 2014. Reformasi peningkatan kapasitas 
kelembagaan dan manajemen sumber daya manusia dilakukan 
melalui penataan kelembagaan perangkat daerah yang efektif dan 
efisien serta perbaikan manajemen kepegawaian dengan sistem 
penilaian kompetensi talent scouting untuk pengisian jabatan, serta 
perbaikan manajemen kinerja pegawai, temasuk skema penghasilan 
pegawai.

Reformasi birokrasi di Indonesia terlalu fokus pada perubahan 
internal dan belum melihat dampak terhadap pembangunan atau 



perbaikan pelayanan publik, masih bersifat proyek, dan rendahnya 
keterlibatan pemangku kepentingan. Meskipun reformasi birokrasi 
telah menghasilkan perubahan, namun belum memberi dampak 
signifikan	dan	menyisakan	berbagai	catatan,	yaitu	belum	menyasar	
pada penyelesaian persoalan strategis instansi dan nasional, serta 
sebagian besar masih bersifat perubahan ke dalam (inward-looking) 
yang lebih bersifat formalitas belaka. Atas dasar hal tersebut, 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia merumuskan konsep baru berupa 
Reformasi Birokrasi Tematik, dimana reformasi birokrasi harus 
menyasar pada isu atau tema utama. Ada empat fokus Reformasi 
Birokrasi Tematik yang ditetapkan saat ini, yaitu: pengentasan 
kemiskinan, peningkatan investasi, akselerasi digitalisasi 
administrasi pemerintahan, dan merespons serta mengawal hal-
hal yang mendesak (seperti stunting, penggunaan produk dalam 
negeri, dan lainnya).

Perkembangan pelaksanaan dan capaian Indeks Reformasi 
Birokrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2018 
hingga 2021 mengalami trend positif dan terdapat peningkatan 
tiap tahunnya. Selama kurun waktu 2018 hingga 2021 capaian 
perbandingan target dan realisasi Indeks Reformasi Birokrasi 
masih tercapai dengan baik bahkan melebihi target yang ditetapkan 
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang juga sejalan dengan 
target dalam Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2019-2023.  Di tahun 2018, capaian Indeks 
Reformasi Birokrasi sebesar 74,75 dari target 74, dan di tahun 2021 
menjadi 78,97 dari target 78.

Di sisi lain, terdapat beberapa target pembangunan yang belum 
tercapai, meskipun reformasi birokrasi mengalami kemajuan. Hal 
ini menimbulkan pertanyaan mengenai esensi reformasi birokrasi 
terhadap peran birokrasi itu sendiri. Salah satu isu penting di 
Provinsi Jawa Tengah dan perlu diselesaikan oleh pemerintah daerah 
adalah kemiskinan. Angka kemiskinan Jawa Tengah berdasarkan 
data Badan Pusat Statistik selama beberapa tahun terakhir berada 
di atas angka nasional. Pada tahun 2011 (Maret) angka kemiskinan 
Provinsi Jawa Tengah sebesar 15,72 persen, sedangkan angka 



kemiskinan nasional sebesar 12,49 persen. Pada tahun 2021 (Maret) 
angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar 11,79 persen, 
sedangkan angka nasional sebesar 10,14 persen. Angka tersebut 
menurun pada September 2021 menjadi sebesar 11,25 persen atau 
3,93 juta jiwa. Pada Maret 2022, angka kemiskinan sebesar 10,93 
persen atau 3,83 juta jiwa. Pada bulan September 2022 menjadi 10,98 
persen atau 3,86 juta jiwa. 

Jika dilihat berdasarkan data tahunan, percepatan penurunan 
kemiskinan Jawa Tengah cukup baik dibandingkan di tingkat 
nasional. Dapat dilihat bahwa gap angka kemiskinan nasional dan 
Provinsi Jawa Tengah semakin berkurang dari tahun ke tahun. 
Pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan angka kemiskinan 
baik di tingkat nasional maupun di Provinsi Jawa Tengah pada 
tahun 2020 dan 2021.

 Gambar 1. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Jawa Tengah 
dan Indonesia 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2022 (diolah)

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada 
bulan Maret 2022 sebesar 3,83 juta jiwa, sementara jumlah di 
tingkat nasional sebesar 26,16 juta jiwa. Berdasarkan data tersebut, 
kontribusi jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah 
terhadap jumlah penduduk miskin nasional sebesar 14,64 persen. 
Secara kumulatif, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah 
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merupakan yang terbesar ketiga di Indonesia setelah Provinsi Jawa 
Timur dan Provinsi Jawa Barat.

   

    
Gambar 2. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia (Maret 2022)       

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2022 (diolah)

Upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah tertuang 
dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2019 
tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2019-2023. Dalam peraturan tersebut dijelaskan 
bahwa strategi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 
terdiri dari: 1) Penyediaan basic life access untuk penduduk miskin 
perkotaan dan perdesaan;  2) Penguatan sustainable livelihood 
dalam kerangka mengurangi pengangguran dan  menjaga  kelompok  
rentan  dari  kehilangan  pekerjaan; 3) Peningkatan ketersediaan dan 
kecukupan pangan; serta 4) Penguatan tata kelola dan koordinasi 
kelembagaan penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran yang cukup banyak 
untuk kemiskinan, terutama di beberapa tahun terakhir. Mulai dari 
tahun anggaran 2013/2014 sampai dengan 2020/2021 Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran untuk program 
penanggulangan kemiskinan yang disalurkan melalui berbagai OPD 
di Provinsi Jawa Tengah. Program-program tersebut antara lain 
Kartu Jateng Sejahtera (KJS), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda),  
Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Bansos RTLH), Bantuan 
Siswa Miskin (BSM), Kartu Tani, Kartu Nelayan, kredit usaha bunga 
rendah, pendampingan 1 OPD 1 Desa, dan sebagainya.
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Beberapa upaya tersebut belum mampu mendorong percepatan 
penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Kinerja 
birokrasi perlu ditingkatkan untuk menciptakan kondusivitas agar 
percepatan penanggulangan kemiskinan dapat berlangsung dengan 
baik. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam 
dalam mengarahkan reformasi birokrasi agar memberikan dampak 
bagi pengurangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Dalam 
penelitian ini, lingkup wilayah penelitian adalah Kabupaten 
Wonosobo, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Cilacap. 
Penelitian ini akan mengkaji tentang percepatan penanggulangan 
kemiskinan di Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banyumas, 
dan Kabupaten Cilacap melalui reformasi birokrasi.  Kabupaten 
Wonosobo, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Cilacap dipilih 
sebagai lingkup wilayah penelitian karena kabupaten-kabupaten 
tersebut termasuk kantong kemiskinan di wilayah Provinsi Jawa 
Tengah. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan merupakan 
kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 
dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat 
tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan 
layanan sosial. Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya 
kebutuhan hidup sehari-harinya berada dibawah garis kemiskinan; 
setara dengan USD1,9 PPP (Purchasing Power Parity). PPP 
ditentukan menggunakan absolute poverty measure yang konsisten 
antar negara dan antar waktu. 

B. Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo, 
Banyumas dan Cilacap

1. Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo

Pemerintah Kabupaten Wonosobo senantiasa berupaya 
melakukan penanggulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten 
Wonosobo. Upaya penanggulangan kemiskinan diwujudkan dalam 
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Strategi 
Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah dokumen strategi 
percepatan penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya 
digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah 
di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten 
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Wonosobo.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 
2 Tahun 2018 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 
kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu 
memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat 
tinggal, pendidikan, dan kesehatan sesuai standar minimal. 
Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan 
multisektor dengan beragam karakteristiknya dan merupakan 
kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan 
mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat. Untuk 
mencapai target penurunan angka kemiskinan perlu dilakukan 
langkah-langkah strategis dan terintegrasi berbagai program 
percepatan penanggulangan kemiskinan.

Percepatan penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan 
program Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, 
terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat 
untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka 
meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Program percepatan 
penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui 
bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha 
mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan 
kegiatan ekonomi. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 
Daerah (TKPKD) adalah wadah koordinasi lintas sektor dan 
lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan 
kemiskinan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

Asas yang digunakan sebagai dasar dalam percepatan 
penanggulangan kemiskinan meliputi kemanusiaan, keadilan 
sosial, nondiskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan, dan 
pemberdayaan. Sedangkan tujuan percepatan penanggulangan 
kemiskinan di Kabupaten Wonosobo antara lain:

a. Melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, 
dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
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b.  Mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok 
masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang 
didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

c. Memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha 
berskala mikro dan kecil.

d. Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan 
masyarakat miskin.

Program percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten 
Wonosobo terdiri dari:

a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis 
keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, 
pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup 
penduduk miskin.

b.  Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis 
pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan 
potensi dan memperkuat kapasitas kelompok penduduk 
miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan 
pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

c.  Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis 
pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan 
untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku 
usaha berskala mikro dan kecil.

d.  Kelompok program-program lainnya yang baik secara langsung 
ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi 
dan kesejahteraan penduduk miskin.

Terkait dengan data kemiskinan, persentase penduduk miskin 
di Kabupaten Wonosobo masih berada di atas persentase penduduk 
miskin di Provinsi Jawa Tengah. Tabel 22 menunjukkan persentase 
penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo dan Provinsi Jawa 
Tengah pada tahun 2018-2022.
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Tabel 22. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Wonosobo 
dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (dalam Persen)

Kabupaten/
Provinsi

2018 2019 2020 2021 2022

Kabupaten 
Wonosobo

17,58 16,63 17,36 17,67 16,17

Provinsi Jawa 
Tengah

11,32 10,80 11,41 11,79 10,93

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, 2023

Berdasarkan Tabel 22, dapat diketahui bahwa persentase 
penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018-
2022	berfluktuasi	dan	masih	di	atas	persentase	penduduk	miskin	
di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2020 dan 2021, persentase 
penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan. 
Peningkatan persentase penduduk miskin pada tahun tersebut 
disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan kelesuan 
perekonomian Kabupaten Wonosobo. 

Kemiskinan dan stunting merupakan dua permasalahan 
utama yang dihadapi Kabupaten Wonosobo. Tahun 2023 menjadi 
tahun percepatan dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten 
Wonosobo. Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Tim 
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah berupaya untuk 
merumuskan dan melakukan terobosan yang efektif untuk dapat 
menurunkan angka kemiskinan secara signifikan (Pemerintah 
Kabupaten Wonosobo, 2023).

Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo memiliki penyebab yang 
kompleks. Kondisi ini memerlukan penanganan lintas sektor dengan 
intervensi dan treatment yang sesuai dengan karakteristik masing-
masing wilayah. Penanganan yang komprehensif diharapkan 
dapat mengurai dan menyelesaikan masalah di tiap-tiap wilayah 
Kabupaten Wonosobo secara tepat sasaran. Penanganan kemiskinan 
yang komprehensif dilakukan dengan melihat kemiskinan tidak 
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hanya dari sisi pendapatan yang diterima per kapita, tetapi juga 
memandang kemiskinan dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan letak 
geografis	suatu	wilayah.	Intervensi	kemiskinan	berbasis	karakteristik	
wilayah diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan secara 
tepat sasaran. 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari pemerintah 
pusat ke pemerintah daerah memiliki peranan dalam upaya 
pengentasan kemiskinan. Transfer ke Daerah dan Dana Desa fokus 
pada upaya meningkatkan pemerataan keuangan antardaerah, 
meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan 
publik daerah, menciptakan lapangan kerja, serta mengentaskan 
kemiskinan. Formula pengalokasian Dana Desa dibuat semakin 
fokus dalam rangka pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan 
geografis, antara lain melalui pemberian afirmasi kepada desa 
tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi dan pemberian 
bobot yang lebih besar kepada jumlah penduduk miskin. Tabel 
23 menunjukkan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
Kabupaten Wonosobo tahun 2018-2022.
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Tabel 23. Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Kabupaten 
Wonosobo Tahun 2018-2022 (dalam Miliar Rupiah)

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023

Berdasarkan Tabel 23, dapat diketahui realisasi Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa Kabupaten Wonosobo tahun 2018-2022. 
Transfer ke Daerah mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 
2021. Penurunan transfer ke Daerah pada tahun 2020 dan 2021 
disebabkan dampak mewabahnya pandemi Covid-19 di berbagai 
daerah di Indonesia. Hal ini mempengaruhi kinerja penyaluran 
TKDD di daerah, termasuk di Kabupaten Wonosobo. Di masa 
pandemi Covid-19, pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih 
berfokus pada penanganan dampak pandemi Covid-19.

Terkait dengan Dana Desa, penerimaan Dana Desa Kabupaten 
Wonosobo senantiasa mengalami peningkatan pada periode 
2018-2022. Pemanfaatan Dana Desa diarahkan guna mendukung 
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pemulihan ekonomi dan sektor prioritas dalam rangka 
mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. 
Terkait pandemi Covid-19, Dana Desa juga dipergunakan untuk 
pembiayaan jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung 
Tunai (BLT) bagi warga desa yang terdampak.

Data yang dipergunakan untuk menghitung pagu Dana Desa 
berasal dari lintas Kementerian Negara/Lembaga. Kementerian 
Dalam Negeri menyediakan data jumlah desa dan jumlah 
penduduk, Kementerian Desa menyiapkan data Indeks Desa 
Membangun (IDM) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDes) dan Pendapatan Asli Desa (PADes), Kementerian Sosial 
menyerahkan data jumlah penduduk miskin, dan Kementerian 
Keuangan menyediakan data kinerja penyerapan dan capaian 
keluaran (output) Dana Desa. Sementara itu, data luas wilayah serta 
data Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Indeks Kesulitan 
Geografis	(IKG)	desa	diperoleh	dari	Badan	Pusat	Statistik.	Seluruh	
data tersebut diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan 
formula pengalokasian Dana Desa, yang meliputi Alokasi Dasar 
(65%),	Alokasi	Formula	(30%),	Alokasi	Afirmasi	(1%),	dan	Alokasi	
Kinerja (4%) 

Dana Desa sangat berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup 
dan kesejahteraan masyarakat desa. Akan tetapi, perlu kewaspadaan 
ekstra terhadap kemungkinan hambatan dalam penyaluran dan 
pemanfaatannya. Lebih jauh lagi, Dana Desa yang bersumber 
dari APBN berperan sangat besar dalam mewujudkan pemulihan 
ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. 

Dalam hal keterkaitan Dana Desa dan persentase penduduk 
miskin di Kabupaten Wonosobo tahun 2018-2022, dapat diketahui 
bahwa adanya pandemi Covid-19 menyebabkan meningkatnya 
persentase penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo pada tahun 
2020 dan 2021 meskipun Dana Desa yang diterima Kabupaten 
Wonosobo senantiasa mengalami peningkatan pada tahun 2018-
2022. Persentase penduduk miskin Kabupaten Wonosobo pada 
tahun 2022 mengalami penurunan sejalan dengan meningkatnya 
Dana Desa yang diterima Kabupaten Wonosobo. Pemanfaatan 
Dana Desa yang tepat sasaran diharapkan dapat mendukung upaya 
pengentasan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo.
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2. Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas

Pemerintah Kabupaten Banyumas senantiasa berupaya 
melakukan penanggulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten 
Banyumas. Upaya penanggulangan kemiskinan diwujudkan dalam 
pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Penanggulangan 
Kemiskinan Kabupaten Banyumas. Tim Koordinasi dan Sekretariat 
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyumas diatur dalam 
Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 050/137/Tahun 2021. Tim 
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyumas 
memiliki tugas sebagai berikut:

a. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan program 
penanggulangan kemiskinan.

b. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan 
pemantauan pelaksanaan program penanggulangan 
kemiskinan di Kabupaten Banyumas.

c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan 
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa 
Tengah.

Dalam melaksanakan  tugasnya ,  T im Koordinas i 
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyumas dibantu Tim 
Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyumas. 
Tim Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyumas 
memiliki tugas sebagai berikut:

a. Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan 
bahan kebijakan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan 
Kemiskinan Kabupaten Banyumas.

b. Menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan.

c. Menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi dan agenda kerja 
tahunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 
21 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 
kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang 
atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya 
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untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang 
bermartabat. Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi 
dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus 
segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia. 
Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tanggung 
jawab Pemerintah Daerah yang memerlukan keterpaduan program 
di antara lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi 
masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara 
sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan 
masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam 
rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Program 
percepatan penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang 
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta 
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin 
melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan 
usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka 
meningkatkan kegiatan ekonomi. Tim Koordinasi Penanggulangan 
Kemiskinan Daerah adalah wadah koordinasi lintas sektor dan 
lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan 
kemiskinan di daerah.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah 
dokumen strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di 
daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan 
rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang percepatan 
penanggulangan kemiskinan. Percepatan penanggulangan 
kemiskinan di Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

a. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin.

b. Meningkatkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha 
warga miskin.

c. Memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak 
dasar.

d. Meningkatkan partisipasi masyarakat.
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e. Menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam 
penanggulangan kemiskinan.

Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten 
Banyumas dilakukan dengan cara:

a. Mengurangi beban pengeluaran warga miskin.

b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin.

c. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro 
dan kecil.

d. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan 
kemiskinan.

Sedangkan, program penanggulangan kemiskinan Kabupaten 
Banyumas terdiri dari:

a. Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga.

b. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 
masyarakat.

c. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 
usaha ekonomi mikro dan kecil.

d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun 
tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan 
kesejahteraan masyarakat miskin.

Terkait dengan data kemiskinan, persentase penduduk miskin 
di Kabupaten Banyumas  masih berada di atas persentase penduduk 
miskin di Provinsi Jawa Tengah. Tabel 24 menunjukkan persentase 
penduduk miskin di Kabupaten Banyumas dan Provinsi Jawa 
Tengah pada tahun 2018-2022.
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A. Pendahluan 

Indonesia dapat dikatakan sebagai Negara desa, dimana 
sebagian besar wilayahnya adalah desa, membangun Indonesia 
berarti membangun desa (Antlov, 2003). Data yang tercatat pada 
buku induk kode dan data wilayah administrasi pemerintahan per 
provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan seluruh Indonesia 2023 
yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri tercatat jumlah desa 
mencapai 72.944 desa. Dari jumlah tersebut 32.000 desa merupakan 
desa yang masuk kategori membutuhkan perhatian khusus 
Sementara jumlah kelurahan di Indonesia hanya berjumlah 8.309. 
Oleh karena itu pembangunan perdesaan memiliki peran yang 
sangat strategis dalam menggerakan perekonomian rakyat dan juga 
dalam hal pendistribusian kesejahteraan (distribution of welfare) 
(Todaro, 2000). Untuk pendistribusian kesejahteraan masyarakat 
di desa tidak hanya bertujuan pada peningkatan pendapatan dan 
kesejahteraan sosial semata tapi lebih pada meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam kegiatan ekonomi untuk menggerakan seluruh 
potensi dan sumber daya yang ada di desa.

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun 
kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Membangun 
kemandirian suatu wilayah harus didasarkan pada potensi lokalitas 
yang ada, sehingga pembangunan yang dilakukan adalah suatu 
proses yang adaptif kreatif (Suparjan & Hempri, 2003). Bahwa 
pembangunan harus dilihat sebagai proses untuk meningkatkan 
kapasitas suatu wilayah dan masyarakatnya agar mampu 
beradaptaasi secara kreatif terhadap perkembangan lingkungannya. 

Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah 
pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat 
untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha 
pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung 
ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang 
mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan 
sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan 
(Madekhan, 2007) Tujuannya, adalah untuk memberi peluang 
bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung 
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ekonomi regional dan nasional.

Saat ini kemiskinan masih menjadi masalah penting dalam 
pembangunan nasional Indonesia, Kondisi ini bisa dilihat dari masih 
banyaknya jumlah penduduk miskin yang ada. Badan Pusat Statistik 
(BPS) menyatakan, pada bulan Maret 2023, jumlah penduduk miskin 
di Indonesia mencapai 25,9 juta orang. Berdasarkan tempat tinggal, 
penduduk miskin paling banyak berada di pedesaan yaitu 12,22%  
sedangkan di perkotaan tercatat sebanyak 7,29 %. Sementara itu BPS 
Jawa Tengah mencatat pada Maret 2023 jumlah penduduk miskin 
mencapai 3,79. Dari jumlah tersebut, untuk angka kemiskinan di 
wilayah pedesaan mencapai 36,2 orang atau 11,8%, sedangkan 
angka kemiskinan untuk wilayah perkotaan mencapai 30,5 ribu 
orang atau 9,78 %. Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa 
jumlah penduduk miskin di desa masih lebih banyak dibandingkan 
dengan diperkotaan.Selain itu, sekitar 68 juta penduduk Indonesia 
berada pada posisi rentan untuk jatuh miskin.  Pendapatan mereka 
hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga miskin.  
Guncangan ekonomi seperti jatuh sakit, bencana atau kehilangan 
pekerjaan, dengan mudah dapat membuat mereka kembali jatuh 
miskin. 

Kemiskinan di pedesaan merupakan tantangan serius yang terus 
dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Upaya untuk 
mengentaskan kemiskinan memerlukan strategi yang holistik dan 
berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang menarik dan potensial 
adalah pengembangan desa wisata. Desa wisata memiliki potensi 
untuk memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian local, 
menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat pedesaan. Desa wisata tidak hanya menawarkan potensi 
peningkatan ekonomi, tetapi juga mampu memperkuat ikatan sosial 
dan budaya masyarakat pedesaan.

Pengembangan desa wisata merupakan salah satu bentuk 
percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong 
transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa (Dirjen Pariwisata, 
2018). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika hampir semua desa 
di Indonesia berupaya mengembangkan sektor ini. Mengembangkan 
desa wisata bukan hanya tentang menarik kunjungan wisatawan; 
ini juga melibatkan pemberdayaan masyarakat setempat. Dengan 

196



melibatkan mereka dalam proses pengelolaan, pemasaran, dan 
pembangunan infrastruktur pariwisata, masyarakat pedesaan 
dapat menjadi mitra yang berdaya dalam menciptakan dampak 
positif jangka panjang. Oleh karena itu, upaya ini juga memberikan 
kesempatan bagi masyarakat setempat untuk terlibat aktif dalam 
mengelola sumber daya lokal dan menciptakan berbagai peluang 
usaha.

Desa wisata tidak hanya menjadi destinasi wisata biasa; mereka 
juga merupakan pusat kehidupan masyarakat lokal. Dengan 
menggabungkan aspek pariwisata, keberlanjutan ekonomi, dan 
pelestarian budaya, desa wisata dapat menjadi katalisator penting 
dalam pengentasan kemiskinan. Melalui pendekatan ini, diharapkan 
masyarakat pedesaan dapat mengalami perbaikan kondisi ekonomi, 
peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pelestarian 
warisan budaya.

Dalam pengembangan desa wisata ini diperlukan kesiapan 
sumber daya manusia agar mereka tidak menjadi penonton di rumah 
sendiri. Oleh karena itu, tiap daerah dan desa perlu mencermati 
potensi yang dimiliki untuk diangkat dan dikembangkan agar 
memberikan nilai tambah serta menghasilkan produktivitas yang 
tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

B. Desa Wisata sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan di pedesaan bukan hanya sekadar masalah ekonomi, 
tetapi juga mencakup aspek-aspek sosial, budaya, dan lingkungan. 
Pengembangan desa wisata muncul sebagai solusi inovatif yang 
tidak hanya dapat meningkatkan perekonomian pedesaan, tetapi 
juga membawa dampak positif. Desa wisata menjadi solusi 
pengentasan kemiskinan dengan berbagai manfaat yang dapat 
dirasakan oleh masyarakat setempat. Sehingga pengembangan desa 
wisata memiliki potensi besar untuk membantu mengatasi masalah 
kemiskinan di pedesaan.

Pengembangan pariwisata pedesaan didorong oleh tiga 
faktor. Pertama, wilayah pedesaan memiliki potensi alam dan 
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budaya yang relatif lebih otentik daripada wilayah perkotaan, 
masyarakat pedesaan masih menjalankan tradisi dan ritual-ritual 
budaya	dan	topografi	yang	cukup	serasi.	Kedua,	wilayah	pedesaan	
memiliki lingkungan fisik yang relatif masih asli atau belum 
banyak tercemar oleh ragam jenis polusi dibandingankan dengan 
kawasan perkotaan. Ketiga, dalam tingkat tertentu daerah pedesaan 
menghadapi perkembangan ekonomi yang relatif lambat, sehingga 
pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal 
secara optimal merupakan alasan rasional dalam pengembangan 
pariwisata pedesaan.   

Pengembangan Desa Wisata adalah sebagai salah satu 
produk wisata alternatif yang dapat memberikan dorongan bagi 
pembangunan pedesaan yang berkelanjutan serta memiliki prinsip 
pengelolaan antara lain : 

a. Memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat;

b. Menguntungkan masyarakat setempat;

c. Berskala kecil untuk memudahkan terjalinnya hubungan timbal 
balik dengan masyarakat setempat;

d. Melibatkan masyarakat setempat;

e. Menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan.

Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki 
potensi besar dalam kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. 
Namun, seringkali model pariwisata konvensional kurang 
memperhatikan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat lokal. 
Oleh karena itu, pengembangan pariwisata berbasis komunitas 
menjadi sebuah pendekatan yang penting untuk memastikan 
bahwa manfaat dari industri pariwisata benar-benar dirasakan oleh 
masyarakat lokal (Jamal,1995). Untuk itu dalam pengelolaan dan 
pengembangan pariwisata berbasis komunitas dapat diterapkan 
pada pengembangan  desa wisata. Desa wisata adalah suatu 
konsep pengembangan pariwisata di area pedesaan yang dirancang 
untuk menarik wisatawan dengan menawarkan pengalaman 
yang autentik, beragam, dan terintegrasi dengan kehidupan dan 
kebudayaan lokal. Desa wisata harus berorientasi pada tiga hal 
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yaitu : pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan 
pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik (World Bank,2019). 

1. Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Pemberdayaan ekonomi lokal dalam sektor pariwisata memiliki 
peran krusial dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan 
dan inklusif. Salah satu aspek utama dari pemberdayaan ini 
adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat 
untuk terlibat secara langsung dalam industri pariwisata. Dengan 
memberdayakan masyarakat lokal untuk menjadi pemilik usaha, 
pemandu wisata, atau penyedia barang dan jasa lainnya, akan 
tercipta peluang ekonomi yang lebih merata. 

Desa wisata memberikan peluang untuk meningkatkan 
pendapatan masyarakat lokal melalui peningkatan sektor 
pariwisata. Produk lokal, kerajinan tangan, dan kuliner khas 
dapat dijual kepada wisatawan, sehingga menciptakan sumber 
pendapatan baru. Selain itu Keterlibatan aktif masyarakat setempat 
dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata sangat penting 
sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif 
dalam kegiatan pariwisata dan mendapatkan manfaat ekonomi 
dari industri tersebut. Melibatkan masyarakat setempat dalam 
pengelolaan dan pemasaran desa wisata akan memberikan mereka 
kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru dan 
memiliki peran aktif dalam meningkatkan ekonomi desa.

2. Penciptaan Lapangan Kerja

Pengembangan desa wisata akan menciptakan beragam 
lapangan kerja, seperti pemandu wisata, pengelola homestay, 
penjual oleh-oleh, dan petugas kebersihan. Dengan kata lain dengan 
berkembangnya pariwisata akan mengurangi ketergantungan 
ekonomi pada sektor tertentu, seperti pertanian atau industri 
tertentu.	Sehingga	diversifikasi	ekonomi	dapat	dikembangkan	di	
pedesaan dan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi mereka. Hal 
ini dapat mengurangi tingkat pengangguran di pedesaan.

3. Infrastruktur dan Fasilitas Publik

Peningkatan infrastruktur, seperti jalan raya, sanitasi, dan 
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sarana air bersih, merupakan langkah penting untuk mendukung 
perkembangan desa wisata. Ini tidak hanya akan meningkatkan 
pengalaman wisatawan tetapi juga kesejahteraan masyarakat 
setempat. Sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari sektor 
pariwisata dapat dialokasikan untuk meningkatkan fasilitas 
pendidikan dan kesehatan di pedesaan, yang pada gilirannya akan 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Fasilitas dan aksebilitas wisata termasuk didalamnya adalah 
prasarana dan sarana pariwisata. Prasarana pariwisata adalah semua 
fasilitas utama atau dasar yang memungkinkan kepariwisataan 
dapat hidup dan berkembang dalam rangka memberikan pelayanan 
kepada para wisatawan.

Pengembangan pariwisata pedesaan merupakan dampak dari  
adanya perubahan minat wisatawan terhadap daerah destinasi 
wisata. Tumbuhnya tren dan motivasi perjalanan wisata minat 
khusus yang menginginkan wisata yang kembali ke alam, interaksi 
dengan masyarakat lokal, serta tertarik untuk mempelajari budaya 
dan keunikan lokal sehingga mendorong pengembangan wisata 
perdesaan.

C. Pengembangan Desa Wisata

Desa Wisata merupakan suatu kawasan pedesaan yang 
menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian 
pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat 
istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur 
tata ruang desa yang khas atau kegiatan perekonomian yang unik 
dan menarik serta mempunyai potensi untuk di kembangkannya 
berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, 
makanan-minuman, cindera mata, dan kebutuhan wisata lainnya. 
Desa wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang dikembangkan 
secara khusus untuk menarik kunjungan wisatawan dengan 
menonjolkan daya tarik budaya, alam, sejarah, atau kearifan lokal. 
Konsep desa wisata berfokus pada pemanfaatan potensi lokal 
dan partisipasi aktif masyarakat setempat dalam mengelola dan 
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A. Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi masalah sosial yang mendesak di 
Indonesia (Idrus & Rosida, 2020). Menurut data Badan Pusat Statistik 
(BPS), jumlah penduduk miskin pada September 2022 mencapai 
26,16 juta jiwa atau setara dengan 9,71% total penduduk Indonesia 
(Hidayat et al., 2022). Angka tersebut mengalami peningkatan 
dibandingkan September 2021 yang berjumlah 26,10 juta orang 
(BPS, 2022). Tingginya angka kemiskinan menunjukkan bahwa 
upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia terus menghadapi 
berbagai tantangan (Purwono et al., 2021).

Salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan adalah 
kesenjangan pembangunan antarwilayah (Suryadarma, Sumarto & 
Suryahadi, 2006). Mayoritas populasi yang mengalami kemiskinan 
di daerah perdesaan dan perbatasan yang secara relatif mengalami 
keterbelakangan dibandingkan dengan wilayah perkotaan 
(Kadir & Amalia, 2016; Arham, Fadhli & Dai, 2020). Berdasarkan 
penelitian Hutabarat, Syahnur & Dawood (2023) seiring dengan 
data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 
2022, tingkat kemiskinan di daerah perdesaan mencapai 13,20%, 
yang merupakan angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan 
dengan tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan yang hanya 
sebesar 5,89%. Kondisi di atas menunjukkan bahwa kemiskinan di 
perdesaan memerlukan perhatian khusus dalam upaya pengentasan 
kemiskinan di Indonesia.

Aparatur desa sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa mempunyai peranan penting dalam upaya 
pengentasan kemiskinan di perdesaan (Seroka, 1989). Namun 
kapasitas dan kemampuan aparatur desa dalam merencanakan 
dan melaksanakan program pengentasan kemiskinan masih 
terbatas (Tomashuk, 2017). Shpykuliak & Sakovska (2020) dalam 
penelitiannya menyatakan perlunya inovasi dan kreativitas di 
kalangan aparatur desa sangat penting dalam merancang dan 
melaksanakan program yang ditargetkan untuk mengentaskan 
kemiskinan di perdesaan.
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Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kapasitas 
aparatur desa dan kemiskinan di lapangan saling berkaitan satu 
sama lain. Penelitian yang dilakukan Sutiyo dan Maharjan (2011) 
mengungkapkan bahwa kemiskinan di perdesaan disebabkan 
oleh permasalahan ekonomi seperti pengangguran, rendahnya 
produktivitas, dan terbatasnya modal. Penelitian lain yang dilakukan 
oleh Putra (2022) menyimpulkan bahwa kapasitas aparatur desa 
dalam perencanaan program pengentasan kemiskinan masih lemah 
karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilan.

Selain itu, beberapa penelitian telah dilakukan mengenai 
peningkatan kapasitas perangkat desa. Penelitian yang 
dilakukan oleh Pahrudin (2010) menunjukkan bahwa pelatihan 
dan pendampingan direkomendasikan untuk meningkatkan 
keterampilan perencanaan program aparatur desa. Sementara itu, 
penelitian yang dilakukan oleh Ishom et.al (2005) menyarankan 
penggunaan pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk 
merangsang ide dan inisiatif lokal dalam pengentasan kemiskinan.

Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan kapasitas 
aparatur desa, namun masih kurangnya diskusi khusus yang 
mengkaji peningkatan inovasi dan kreativitas aparatur desa dalam 
merancang program pengentasan kemiskinan di perdesaan. Tujuan 
dari tulisan ini adalah untuk mendiskusikan alternatif pengentasan 
kemiskinan perdesaan melalui inovasi dan kreativitas aparatur desa. 
Untuk itu, maka dalam tulisan ini akan diperkuat dengan analisis 
situasi kemiskinan di perdesaan di Indonesia pada umumnya 
serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan 
tersebut. Selanjutnya ditambahkan dengan analisis kapasitas 
dan peran aparatur desa dalam perencanaan dan pelaksanaan 
program pengentasan kemiskinan perdesaan. Tantangan dan 
hambatan yang dihadapi aparatur desa dalam merancang program 
inovatif pengentasan kemiskinan perdesaan akan menjadi diskusi 
selanjutnya. Pada akhirnya tulisan ini akan merumuskan model 
peningkatan kapasitas inovasi dan kreativitas aparatur desa dalam 
merencanakan  program pengentasan kemiskinan yang efektif 
dan tepat sasaran di tingkat desa. Berdasarkan rangkaian analisis 
tersebut, akhirnya tulisan ini akan memberikan rekomendasi 
kebijakan untuk meningkatkan peran inovasi dan kreativitas 
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aparatur desa dalam mengentaskan kemiskinan di perdesaan. 
Karena itulah tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
baik secara teoritis maupun praktis. Secara kontekstual, tulisan 
ini	memberikan	kontribusi	yang	signifikan	dalam	pengembangan	
praktik-praktik administrasi publik terutama terkait dengan 
manajemen sumber daya manusia dan inovasi sektor publik. 
Secara praktis diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi 
pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan 
untuk meningkatkan kapasitas inovasi dan kreativitas aparatur 
desa. 

Perlunya inovasi dan kreativitas di kalangan aparatur desa 
sangat penting dalam merancang program pengentasan kemiskinan 
yang efektif dan sesuai dengan konteks lokal (Hjorth, 2003). 
Aparatur	desa	yang	inovatif	dan	kreatif	mampu	mengidentifikasi	
akar permasalahan kemiskinan di perdesaan dan merancang solusi 
tepat sasaran yang memanfaatkan potensi lokal desa (Khavul 
& Bruton, 2013). Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa 
efektivitas program menimbulkan kemiskinan sering kali terhambat 
oleh kurangnya partisipasi dan inisiatif dari para pemangku 
kepentingan di tingkat desa. Oleh karena itu, tulisan ini meyakini 
bahwa peningkatan kapasitas inovasi dan kreativitas aparatur desa 
akan berdampak positif terhadap efektivitas program pengentasan 
kemiskinan di perdesaan. Semakin inovatif dan kreatif aparatur 
desa, maka program pengentasan kemiskinan desa yang dihasilkan 
akan semakin kontekstual dan tepat sasaran, sesuai dengan kondisi 
spesifik	masing-masing	desa.

Beberapa faktor yang diperkirakan dapat meningkatkan 
inovasi dan kreativitas aparatur desa meliputi pendidikan dan 
pelatihan, paparan pengalaman dari desa-desa lain, serta dorongan 
dan motivasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Tulisan 
ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor tersebut di atas dan 
merumuskan model yang paling efektif untuk meningkatkan 
kapasitas inovasi dan kreativitas aparatur desa. Dengan demikian, 
tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 
kebijakan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan 
peran aparatur desa dalam upaya pengentasan kemiskinan di 
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Indonesia. Hal ini diharapkan dapat dicapai melalui peningkatan 
kapasitas dalam inovasi dan kreativitas.

B. Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga 
yang dimiliki oleh organisasi. Mereka memiliki peran sebagai 
makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu 
mengelola dirinya sendiri dan sekaligus mampu berkontribusi baik 
terhadap organisasi dalam mencapai tujuan. Dengan demikian 
sumber daya manusia merupakan bagian integral yang tidak 
terpisahkan dari perencanaan strategis organisasi. Manusia adalah 
faktor yang paling strategis dalam kehidupan sebuah organisasi. 
Oleh karena itu, dalam pengelolaannya harus diperlakukan sebagai 
human capital. Morling & Yakhlef (1999), yang menentukan 
kesuksesan suatu organisasi adalah kemampuan organisasi tersebut 
mengelola aset pengetahuan dalam hal ini yang dimiliki oleh sumber 
daya manusia. Setiap organisasi terutama organisasi publik saat ini 
dituntut memiliki keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif 
tersebut hanya diperoleh melalui inovasi-inovasi kreatif yang hanya 
dimiliki oleh sumber daya manusia.

Human capital sesungguhnya manusia itu sendiri yang secara 
personal dipinjamkan kepada organisasi dengan kapabilitas 
individunya, komitmen, pengetahuan, keterampilan, motivasi, 
kompetensi, kreativitas, pengalaman pribadi, inovasi, ide-ide, 
energi dan atribut lainnya dari sumber daya manusia. Steward 
(1998), human capital merupakan life blood dalam modal intelektual 
dan sumber inovasi, tetapi komponen ini memang sulit diukur. 
Human capital mencerminkan kemampuan kolektif organisasi 
untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang 
dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam organisasi. Kinerja 
organisasi akan meningkat jika organisasi mampu menggunakan 
pengetahuan yang dimiliki pegawainya. 

Davenport (1999), pegawai seharusnya tidak diperlakukan 
sebagai aset pasif yang bisa dibeli, dijual, dan diganti begitu saja 
oleh pemilik organisasi, namun perlu diperhatikan bahwa pegawai 
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secara aktif memiliki kontrol terhadap kehidupan kerjanya. 
Pegawai khususnya yang berpendidikan dapat menentukan dirinya 
sendiri bahwa dirinya adalah seorang agen yang bebas yang dapat 
menentukan bagaimana dan di mana mereka dapat mengivestasikan 
minat, bakat, waktu, dan energinya. Teori human capital berasumsi 
bahwa pegawai adalah aset dan organisasi akan selalu investasi 
kepada pegawainya, maka pegawai akan menghasilkan return 
bagi organisasi. Human capital akan menghasilkan keunggulan 
kompetitif karena merupakan sumber daya yang dimiliki organisasi 
dan tidak dapat ditiru atau diambil alih oleh pesaing. Boxall (1996), 
menyebutnya sebagai human capital advantage yaitu superioritas 
sumber daya manusia suatu organisasi dibanding organisasi 
lainnya. 

Mayo (2000), mengidentifikasi 5 (lima) komponen human 
capital yaitu: (1) individual capability yakni meliputi pengetahuan, 
keterampilan, pengalaman, jaringan, kemampuan untuk mencapai 
hasil, potensi untuk berkembang dan apa yang mereka bawa 
ke dalam pekerjaan dari kehidupan mereka; (2) individual 
motivation, meliputi aspirasi, ambisi dan dorongan, motivasi kerja 
dan produktivitas; (3) leadership, meliputi kejelasan visi tentang 
manajemen puncak dan kemampuan mereka untuk berkomunikasi 
dan berperilaku dengan cara yang konsisten; (4) the organization 
climate, meliputi budaya organisasi, kebebasan berinovasi, 
keterbukaan,	fleksibilitas,	dan	saling	menghormati	antarindividu;	
dan (5) workgroup effectiveness, meliputi dukungan, saling 
menghormati, berbagi dalam tujuan bersama dan nilai-nilai. 
Kelompok kerja lebih dikenal dengan tim kerja. Dalam tim kerja 
akan terjalin hubungan yang baik antaranggota tim, tetapi juga 
mungkin	akan	muncuk	konflik	di	dalam	tim	kerja.

Sementara itu Ancok (2003), membagi komponen human 
capital lebih rinci lagi yaitu: (1) modal intelektual; (2) modal 
emosional; (3) modal sosial; (4) modal ketabahan; (5) modal moral; 
dan (6) modal kesehatan. Human capital merupakan kombinasi dari 
pengetahuan, keterampilan, inovasi, dan kemampuan seseorang 
untuk menjalankan tugasnya sehingga dapat menciptakan suatu 
nilai untuk mencapai tujuan (Maholtra (2003); Bontis (2002). Babalola 
(2003) menegaskan bahwa investasi human capital sangat beralasan 
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karena: (1) generasi baru harus diberikan pengetahuan yang relevan 
yang terakumulasi dari generasi sebelumnya; (2) generasi baru 
harus diajarkan bagaimana seharusnya pengetahuan digunakan 
untuk mengembangkan produk baru, menawarkan proses dan 
metode produksi yang baru dan memberikan pelayanan; dan (3) 
seseorang harus terus dipacu untuk mengembangkan seluruh ide, 
produk, proses dan metode melalui pendekatan yang kreatif.

Dari perspektif sumber daya manusia strategis, Armstrong 
(2008) menyebutkan ada 8 konsep yang mendasari perspektif ini:

1. Competitive advantage, yaitu kemampuan bersaing dari sebuah 
organisasi melalui penciptaan nilai bagi pengguna layanannya. 
Oleh karena itu strategi bersaing  bagi sebuah organisasi sangat 
penting dan harus dipilih yang paling tepat.

2. Distinctive capabilities, yaitu peluang organisasi untuk 
mempertahankan keunggulan kompetitif ditentukan oleh 
kemampuan mereka yaitu kemampuan khas organisasi. 
Kemampuan khas berbeda dengan kemampuan yang dapat 
direproduksi. Kemampuan khas adalah kemampuan unik yang 
tidak dapat ditiru oleh pesaing dan hanya dapat ditiru dengan 
susah payah.

3. Strategic intent, dapat berupa pernyataan visi atau misi yang 
sangat luas dan dikonkritkan ke dalam tujuan dan sasaran yang 
ingin dicapai dalam jangka panjang. Urutan strategic intent: 
(1) visi; (2) misi; (3) tujuan khusus yang dioperasionalkan ke 
dalam; (4) tujuan strategis.

4. Strategic capability, adalah kemampuan sebuah organisasi 
untuk mengembangkan dan menerapkan strategi yang akan 
mencapai persaingan yang berkelanjutan. Organisasi yang 
memiliki kemampuan strategis tingkat tinggi, mereka tahu 
kemana akan pergi dan tahu bagaimana mereka akan sampai 
ke sana.

5. The resource-based view, bahwa kapabilitas strategis suatu 
organisasi tergantung pada kemampuan sumber dayanya. 
Keunggulan kompetitif yang berkelanjutan berasal dari 

216



perolehan dan penggunaan yang efektif dari kumpulan sumber 
daya khas yang pesaing tidak dapat meniru. 

6. Strategic management, serangkaian keputusan dan tindakan 
yang menghasilkan perumusan dan implementasi strategi yang 
dirancang untuk mencapai tujuan organisasi.

7. Strategic goals, tujuan organisasi yang menunjukkan organisasi 
tersebut ingin menjadi seperti apa. Biasanya diwujudkan dalam 
tujuan yang bersifat umum.

8. Strategic plans, rencana strategis adalah ekspresi formal tentang 
bagaimana sebuah organisasi bermaksud untuk mencapai 
tujuan strategisnya.

Mengingat pentingnya keberadaan SDM dalam organisasi, 
maka SDM harus dimanajemeni sebaik mungkin. Armstrong 
(2008), mendefinisikan manajemen sumber daya manusia 
merupakan sebuah pendekatan yang strategis dan koheren untuk 
mengelola aset yang paling berharga bagi sebuah organisasi 
yakni orang-orang, baik secara individu maupun kelompok yang 
berkontribusi terhadap pencapaian tujuan. Sementara itu Boxall 
(2007) menyebut manajemen sumber daya manusia merupakan 
the management of work and people towards desired ends. 
Manajemen sumber daya manusia meliputi pendayagunaan, 
pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan 
individu anggota organisasi atau kelompok kerja (Simamora,1999). 
Begitu juga menurut Mangkunegara (2002), manajemen sumber 
daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, 
pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap 
pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, 
pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai 
tujuan organisasi.

Tujuan manajemen sumber daya manusia: (1) organizational 
effectiveness (Cappelli & Crocker, 1996); (2) human capital 
management (Bontis et al, 1999; Becker et al 1997); (3) knowledge 
management (Scarborough et al, 1997); (4) reward management 
(Armstrong, 2006); (5) employee relations (Armstrong, 2006); 
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(6) meeting diverse needs (Armstrong, 2006). Sedarmayanti 
merumuskan tujuan manajemen sumber daya manusia paling tidak 
ada 6 tujuan:

1. Memberi saran kepada manajemen tentang kebijakan sumber 
daya manusia untuk memastikan organisasi memiliki sumber 
daya manusia bermotivasi tinggi dan berkinerja tinggi, 
dilengkapi sarana untuk menghadapi perubahan.

2. Memelihara dan melaksanakan kebijakan dan prosedur sumber 
daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi.

3. Mengatasi krisis dan situasi sulit dalam hubungan antarpegawai 
agar tidak ada gangguan dalam mencapai tujuan organisasi.

4. Menyediakan sarana komunikasi antarpegawai dan manajemen 
organisasi.

5. Membantu perkembangan arah dan strategi organisasi secara 
keseluruhan dengan memperhatikan aspek sumber daya 
manusia.

6. Menyediakan bantuan dan menciptakan kondisi yang dapat 
membantu manajer lini dalam mencapai tujuan.

Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Pynes 
(2009) meliputi rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan, 
kompensasi	dan	benefit,	retensi,	evaluasi,	promosi	pegawai,	dan	
hubungan pekerjaan. Sementara itu Flippo (1995) merinci fungsi 
manajemen sumber daya manusia menjadi lebih ringkas yaitu 
pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan 
dan pemutusan hubungan kerja. Sebaliknya Hasibuan (2014) 
membagi fungsi manajemen sumber daya manusia sangat rinci:

1. Perencanaan yaitu merencanakan sumber daya manusia secara 
efektif	dan	efisien	agar	sesuai	dengan	kebutuhan	organisasi	
dalam membantu terwujudnya tujuan.

2. Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi 
karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan 
kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam 
bagan organisasi.
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3. Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan 
agar	mau	bekerja	sama	dan	bekerja	efektif	serta	efisien	dalam	
membantu tercapainya tujuan organisasi karyawan, dan 
masyarakat.

4. Pengendalian, adalah kegiatan mengendalikan semua 
karyawan, agar menaati peraturan-peraturan organisasi dan 
bekerja sesuai dengan rencana.

5. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, 
orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang 
sesuai dengan kebutuhan organisasi.

6. Pengembangan, adalah proses peningkatan keterampilan 
teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui 
pendidikan dan pelatihan.

7. Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak 
langsung, uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan 
jasa yang diberikan oleh organisasi.

8. Pengintegrasian, adalah kegiatan untuk mempersatukan 
kepentingan organisasi dan kebutuhan karyawan, agar tercipta 
kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.

9. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau 
meningkatkan	kondisi	fisik,	mental,	dan	loyalitas	karyawan,	
agar mereka tetap mau bekerja sama hingga pensiun.

10. Kedisiplinan merupakan fungsi yang terpenting dan kunci 
terwujudnya tujuan, karena tanpa disiplin yang baik sulit 
terwujud tujuan yang maksimal.

11. Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang 
dari suatu organisasi, karena keinginan karyawan, keinginan 
organisasi, kontrak kerja berakhir, pensiun dan sebab-sebab 
lainnya.

Dalam tulisan ini fungsi yang paling penting adalah fungsi 
pengembangan sumber daya manusia. Untuk mewujudkan 
aparatur desa yang inovatif dan kreatif membutuhkan upaya 
untuk mengembangkan kompetensinya. Pengembangan sumber 
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daya manusia merupakan disiplin terapan yang relatif baru dan 
terus berkembang. Gilley & Maycunich (2000), pengembangan 
sumber daya manusia berkenaan dengan memajukan pengetahuan, 
keterampilan, kompetensi dan perbaikan perilaku baik pribadi 
maupun profesional, merefleksikan fokus pada individual dan 
organisasional yang dihasilkan dari komitmen terhadap sumber daya 
manusia. Sedangkan Hargreaves & Jarvis (2000), pengembangan 
sumber daya manusia adalah proses membantu individu untuk 
mengembangkan potensinya secara optimal. Pengembangan 
sumber daya manusia adalah: (1) aktivitas pembelajaran yang 
terorganisir dalam organisasi dalam rangka perbaikan kinerja dan/
atau pertumbuhan pribadi dengan tujuan meningkatkan pekerjaan, 
individual dan/atau organisasi; (2) pengembangan sumber daya 
manusia meliputi bidang-bidang pelatihan dan pengembangan, 
pengembangan karier, dan pengembangan organisasi. 

Pengembangan sumber daya manusia mencakup bidang-bidang 
yaitu pengembangan organisasi yang terkait dengan pengembangan 
staf,	deskripsi	jabatan,	perencanaan	dan	rekrutmen	staf,	benefit	bagi	
staf, hubungan industrial, pelatihan dan pengembangan (Hargreaves 
& Jarvis (2000). Pengembangan sumber daya manusia merupakan 
kerangka kerja untuk membantu karyawan mengembangkan 
keterampilan, pengetahuan dan kemampuan secara individual 
maupun organisasional. Pengembangan sumber daya manusia 
termasuk peluang-peluang seperti pelatihan, pengembangan karier, 
pengelolaan dan pengembangan kinerja, coaching, rencana suksesi, 
identifikasi karyawan utama, dan pengembangan organisasi. 
Fokus utama pengembangan sumber daya manusia adalah 
mengembangkan sumber daya manusia unggul sehingga organisasi 
dan karyawan secara individual dapat melaksanakan pekerjaannya 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.   

C. Inovasi Sektor Publik

Dari	sudut	pandang	konseptual,	inovasi	didefinisikan	sebagai	
ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau unit 
pengadopsi lainnya (Moussa, McMurray & Muenjhon, 2018). Inovasi 
berfungsi sebagai mekanisme kunci dalam pembangunan ekonomi 
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dan sosial. Di sektor publik, inovasi memungkinkan pemerintah 
memberikan pelayanan publik secara lebih efektif dan efisien. 
Menurut Nguyen & Hipsher (2018), kreativitas mengacu pada 
kemampuan menghasilkan ide, pendekatan, atau tindakan baru dan 
orisinal yang tepat dalam memecahkan masalah. Kreativitas menjadi 
motor penggerak inovasi di sektor apapun, termasuk sektor publik. 
Tanpa adanya kreativitas yang menghasilkan gagasan-gagasan 
baru, proses inovasi akan terhambat. Dalam konteks pemerintahan 
desa, pemanfaatan inovasi dan kreativitas sangat penting dalam 
merancang program pengentasan kemiskinan yang efektif dan 
disesuaikan	dengan	kondisi	spesifik	masing-masing	desa	setempat.	
Kreativitas aparatur desa akan melahirkan ide-ide baru, sedangkan 
inovasi memungkinkan ide-ide tersebut diimplementasikan menjadi 
program atau kebijakan yang efektif (Pansera & Martinez, 2017).

Dari perspektif manajemen sumber daya manusia, upaya 
peningkatan inovasi dan kreativitas aparatur desa dapat dilakukan 
melalui pendekatan rekrutmen dan seleksi (West & Farr, 1992). 
Untuk	mengidentifikasi	calon	pejabat	desa	yang	memiliki	potensi	
kreativitas dan inovasi tinggi, proses rekrutmen perlu dirancang 
untuk menyaring karakteristik kepribadian seperti kemampuan 
berpikir kritis, keterampilan memecahkan masalah, dan minat 
terhadap hal-hal baru (Cummings & Oldham, 1997). Selain itu, 
proses seleksi juga harus mencakup tes dan wawancara yang 
menilai aspek kognitif dan kepribadian pelamar, khususnya 
yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi, bukan hanya 
mengevaluasi pengetahuan dan keterampilan teknis (Joo, McLean 
& Yang, 2013). Dengan melalui proses rekrutmen dan seleksi yang 
cermat, diharapkan dapat memperoleh aparatur desa yang memiliki 
fokus pada inovasi dan kreativitas yang tinggi.

Pendekatan lain dalam manajemen sumber daya manusia 
adalah melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur 
desa yang ada (Gupta & Singhal, 1993). Program pelatihan dapat 
dirancang khusus untuk meningkatkan keterampilan berpikir 
kreatif, merangsang munculnya ide-ide baru, dan membekali 
individu dengan strategi untuk mengimplementasikan ide-
ide kreatif menjadi inovasi yang dapat diterapkan (Al-Thehli & 
Ahamat, 2019). Materi pelatihan juga harus memberikan paparan 
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kepada aparatur desa mengenai praktik inovasi desa di lokasi lain 
sehingga dapat menjadi pembelajaran berharga (Dede, 2019). Oleh 
karena itu, pelatihan dapat berperan sebagai alat yang efektif dalam 
meningkatkan inovasi dan kreativitas aparatur desa.

Pembentukan lingkungan kerja yang mendukung inovasi dan 
kreativitas juga penting dari perspektif manajemen sumber daya 
manusia (Dorenbosch, Engen & Verhagen, 2005). Lingkungan kerja 
yang fleksibel yang memungkinkan terjadinya eksperimen dan 
pengambilan risiko, serta menghargai kegagalan sebagai proses 
pembelajaran, dapat menjadi katalis bagi inovasi dan kreativitas di 
kalangan pejabat desa (McLean, 2005). Kepemimpinan juga berperan 
penting dalam memberikan motivasi, dukungan, apresiasi, dan 
sumber daya untuk eksperimen dan implementasi ide-ide kreatif di 
kalangan perangkat desa (Ibrahim, Isa & Shahbudin, 2016). Dengan 
adanya kondisi kerja yang memadai, potensi inovasi dan kreativitas 
dari	aparatur	desa	dapat	lebih	mudah	diidentifikasi,	dieksplorasi,	
dan dikembangkan.

Sistem kompensasi dan penghargaan yang dirancang dengan 
baik juga dapat menumbuhkan inovasi dan kreativitas di kalangan 
aparatur desa (Sugiartana, 2021). Pemberian insentif atau apresiasi 
kepada aparatur desa yang berhasil menerapkan ide-ide kreatif 
untuk pengentasan kemiskinan dapat memotivasi munculnya 
inovasi dan kreativitas. Sebaliknya, sistem promosi berbasis 
senioritas yang kurang memperhatikan kinerja inovatif perlu diubah 
untuk memberikan peluang lebih besar bagi aparatur desa yang 
kreatif dan inovatif untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi 
(Ederer, 2013; Kim & Yoon, 2015). Dengan adanya sistem insentif 
yang demikian, diharapkan akan terjadi peningkatan signifikan 
dalam inovasi dan kreativitas yang ditunjukkan oleh aparatur desa.

Pendekatan lain yang relevan adalah keterlibatan dan 
pemberdayaan aparatur desa dalam proses perencanaan program 
pengentasan kemiskinan di perdesaan (Triatmanto, Respati & 
Rachyuningsih, 2014). Partisipasi aktif akan meningkatkan rasa 
kepemilikan dan komitmen perangkat desa dalam melaksanakan 
program secara inovatif (Yuan, Yau & Bao, 2019). Keterlibatan 
awal dalam perencanaan program juga memungkinkan perangkat 
desa untuk mengintegrasikan ide-ide kreatif mereka ke dalam 
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program (Hoe et.al, 2018). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan 
manajemen sumber daya manusia yang komprehensif untuk 
meningkatkan inovasi dan kreativitas aparatur desa sebagai kunci 
keberhasilan program pengentasan kemiskinan perdesaan yang 
efektif	dan	relevan	secara	kontekstual	sesuai	dengan	kondisi	spesifik	
masing-masing desa.

D. Kondisi Aparatur Desa di Indonesia

Kapasitas aparatur desa di Indonesia saat ini masih menghadapi 
berbagai tantangan baik dari segi kualitas maupun kompetensinya. 
Salah satu penyebab utama permasalahan ini adalah tidak efektifnya 
sistem rekrutmen dan promosi perangkat desa dalam memperoleh 
sumber daya manusia terbaik (Imbaruddin, 2003; Rodiyah, 2018). 
Studi yang dilakukan oleh SMERU (2012) menunjukkan bahwa 
sebagian besar perangkat desa direkrut berdasarkan hubungan 
kekerabatan dan politik, bukan berdasarkan kualifikasi dan 
kompetensi yang diperlukan. Akibatnya, terdapat sejumlah besar 
aparatur desa yang belum memenuhi standar pendidikan, pelatihan, 
dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka 
secara efektif (Nurcholis, Sakti & Rachman, 2019). Oleh karena itu, 
perlu adanya reformasi sistem rekrutmen dan promosi perangkat 
desa yang lebih transparan, kompetitif, dan berbasis kualifikasi 
untuk memperoleh sumber daya manusia penyelenggaraan 
pemerintahan desa yang berkualitas dan profesional.

Menurut Fajarwati (2019), aparatur desa belum sepenuhnya 
menunjukkan kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas 
perencanaan pembangunan desa. Ini karena mereka tidak 
memiliki akses ke pelatihan dan pendidikan terkait perencanaan 
pembangunan, yang mengakibatkan mereka memiliki keterampilan 
perencanaan yang rendah. Berdasarkan studi yang dilakukan 
USAID pada tahun 2015, ditemukan bahwa rata-rata PNS di 
perdesaan hanya berpendidikan tamatan SMA. Akibatnya, 
kemampuan mereka dalam analisis data, perumusan program, 
dan penganggaran masih terbatas. Hanya sebanyak 15,6% dari 
total aparatur desa yang telah mengikuti pelatihan perencanaan 
yang diselenggarakan oleh pemerintah (Yunus & Sani, 2017). 
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Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa 
dalam perencanaan pembangunan desa, diperlukan pelatihan dan 
pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan 
efektivitas perencanaan desa.

Aparatur desa belum mencapai kinerja optimal dalam 
memberdayakan masyarakat perdesaan. Hal ini disebabkan 
perlunya peningkatan keterampilan fasilitasi dan kepemimpinan 
aparatur desa agar pemberdayaan masyarakat perdesaan dapat 
efektif (Sutiyo & Maharjan, 2013). Berdasarkan hasil penelitian 
yang dilakukan AIPD pada tahun 2016, ditemukan bahwa sebagian 
besar aparatur desa, yaitu sebanyak 68,2%, memiliki tingkat 
keterampilan fasilitasi masyarakat yang rendah. Mereka belum 
mampu memobilisasi partisipasi masyarakat secara efektif dalam 
perencanaan pembangunan desa (Musrenbang desa) dan kegiatan 
terkait lainnya (Suswanto et.al, 2019). Karenanya, peningkatan 
kapasitas kepemimpinan dan fasilitasi perangkat desa diperlukan 
agar pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam pembangunan 
desa dapat efektif.

Torre & Wallet (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 
tingkat inovasi dan kreativitas dalam pelaksanaan tugas perangkat 
desa saat ini masih rendah. Fakta tersebut disebabkan oleh 
kurangnya insentif dan pengakuan dari sistem untuk menghasilkan 
ide-ide kreatif dan inovatif (Heye, 2006). Berdasarkan survei 
yang dilakukan KPPOD pada tahun 2018, ditemukan bahwa 78% 
perangkat desa melaporkan bahwa mereka belum mendapatkan 
pelatihan berpikir kreatif dan inovatif. Sebanyak 63% responden 
menyatakan bahwa mereka tidak merasa terstimulasi untuk 
mengungkapkan ide-ide kreatif oleh atasan mereka (Hatammimi & 
Andini, 2022). Selanjutnya, penting untuk membangun ekosistem 
yang mendorong inovasi dan kreativitas di kalangan pejabat desa 
melalui pelatihan, pengakuan, dan dukungan kepemimpinan, 
sehingga memungkinkan mereka menghasilkan terobosan baru.

Banyak anggota aparatur desa yang masih belum memiliki 
pemahaman yang memadai mengenai teknologi informasi dan 
komunikasi dalam menjalankan tugas-tugas mereka (Sahriyal, 
Erny & Neswita, 2022). Hal tersebut terjadi karena kurangnya 
pelatihan dan pendampingan yang berkaitan dengan pemanfaatan 
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Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparatur desa 
(Jimi, 2019). Penelitian yang dilakukan Prisanda & Febrina (2021) 
mengungkapkan bahwa hanya 28,7% perangkat desa yang mahir 
mengoperasikan komputer/laptop untuk keperluan pengolahan 
data. Sementara itu, sebanyak 13,5% dari populasi tidak memiliki 
keterampilan dasar dalam bidang teknologi informasi. Oleh karena 
itu, pelatihan dan pendampingan pemanfaatan Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (TIK) bagi perangkat desa perlu ditingkatkan 
secara merata, agar mereka dapat memanfaatkan TIK secara efektif 
dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan desa.

Budaya kerja dan etos kerja perangkat desa masih perlu 
ditingkatkan. Melalui fakta yang ada, dapat diketahui adanya 
praktik	presensi	fiktif	yang	masih	ada,	ketidakefektifan	jam	kerja	
kantor, dan rendahnya produktivitas dari staf desa (Marota & 
Alipudin, 2019). Menurut laporan Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) tahun 2020, terdapat sebanyak 15,7% aparat desa yang 
terlibat dalam praktik presensi fiktif. Sementara itu, penelitian 
yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (2016) mengungkapkan 
bahwa rata-rata jam kerja efektif perangkat desa hanya sebesar 
56,7% dari total jam kerja resmi (Maemunah, Pertiwi & Yuliawati, 
2023). Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya upaya sistematis dan 
komprehensif untuk melakukan reformasi budaya aparatur desa 
guna meningkatkan produktivitas dan integritas. Hal ini dapat 
dicapai melalui penguatan sistem pemantauan dan penerapan 
mekanisme reward dan punishment.

Komitmen untuk memberikan pelayanan optimal kepada 
masyarakat perdesaan masih perlu ditingkatkan. Terlihat dari 
adanya budaya pelayanan dan prioritas terhadap kepentingan 
masyarakat desa yang belum sepenuhnya diterapkan oleh sebagian 
aparatur desa (Hidayati, 2018). Menurut penelitian yang dilakukan 
oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada tahun 2018, 
ditemukan bahwa hanya 19,2% aparatur desa yang memberikan 
layanan dengan dedikasi penuh. Sebanyak 41,5% masyarakat tetap 
memberikan layanan dengan sikap apatis dan enggan (Hidayati, 
Febriani & Djasuli, 2022). Oleh sebab itu, budaya pelayanan prima 
harus secara konsisten diinternalisasikan pada aparatur desa 
melalui kampanye, pelatihan budaya kerja, dan proses seleksi 
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berbasis integritas agar dapat menumbuhkan komitmen yang kuat 
dalam melayani masyarakat perdesaan secara maksimal.

E. Peran Penting Aparatur Desa dalam Pengentasan Kemiskinan

Aparatur desa mempunyai peranan penting dalam upaya 
pengentasan kemiskinan di Indonesia. Karena aparatur desa 
berperan sebagai garda terdepan dalam melaksanakan program 
dan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan di tingkat desa 
(Andrianto et.al, 2006). Namun peran strategis perangkat desa belum 
sepenuhnya optimal karena keterbatasan kapasitas dan kompetensi. 
Penelitian yang dilakukan UNDP (2016) mengungkapkan bahwa 
hanya 21,3% aparat desa yang memiliki pemahaman komprehensif 
tentang konsep pengentasan kemiskinan. Konsekuensinya, banyak 
program yang tidak mencapai target yang diinginkan (Azhari 
et.al, 2022). Hasilnya, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam 
upaya mengurangi kemiskinan melalui program pelatihan dan 
pendampingan menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting agar 
mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka 
dengan efektif (Gaspersz, 2023).

Aparatur desa berperan dalam melakukan kajian kemiskinan di 
desanya	masing-masing	untuk	mengidentifikasi	akar	permasalahan	
dan merumuskan solusi yang tepat. Namun kemampuan analisis 
data	aparatur	desa	mengenai	profil	kemiskinan	desa	masih	kurang	
(Putra, 2022). Kajian yang dilakukan SMERU (2014) menunjukkan 
bahwa hanya 17,6% aparatur desa yang rutin melakukan pemetaan 
kemiskinan rumah tangga. Konsekuensinya, banyak program yang 
tidak memiliki validitas berbasis data (Wicaksana et.al, 2019). Oleh 
karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam melakukan 
penilaian kemiskinan desa menjadi suatu hal yang sangat penting. 
Hal ini bertujuan agar aparatur desa mampu menetapkan kebijakan 
dan program yang tepat berdasarkan data yang akurat dan 
terpercaya.

Aparatur desa juga berperan dalam merencanakan program 
pengentasan kemiskinan desa yang relevan secara kontekstual 
dalam kerangka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 
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A. Pendahuluan

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi 
salah satu alternatif yang dipilih pemerintah untuk mengurangi 
pengangguran, mengentas kemiskinan dan pemerataan pendapatan 
(Andiny dan Nurjannah, 2018). Sehubungan dengan peran stategis 
UMKM dan keterbatasan kemampuan UMKM untuk berkembang, 
pemerintah menginisiasi upaya pengembangan usaha kecil sebagai 
salah satu strategi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi. Permasalahan yang dihadapi sekaligus yang menjadi 
kelemahan bagi UMKM adalah kurangnya akses informasi, 
khususnya informasi pasar (Ishak, 2005).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah 
pengguna aktif internet yang cukup tinggi yaitu sekitar 151 juta 
dengan tingkat penetrasi sebesar 54% yang sebenarnya jauh lebih 
tinggi dibandingkan tingkat global (Suliswanto & Rofik, 2019). 
Keterbukaan internet membuka peluang lebih besar bagi para 
wirausaha, salah satunya bagi UMKM. Dengan didorongnya akses 
internet yang terbuka, UMKM mempunyai peluang untuk tumbuh 
lebih cepat dan mempermudah proses perluasan pasar (Manyika & 
Roxburgh, 2019). Lebih lanjut, keberadaan internet dapat menekan 
biaya	promosi	(Suliswanto	&	Rofik,	2019).

Berbagai peluang yang ditawarkan internet sebagai sarana 
pengembangan bisnis UMKM belum sepenuhnya dimanfaatkan 
oleh para pelaku UMKM di Indonesia. Hal ini sesuai dengan data 
yang disampaikan Kementerian Koperasi dan UMKM, bahwa baru 
8 persen atau baru 3,79 juta dari total 59,2 juta UMKM di Indonesia 
yang sudah memaksimalkan fungsi internet untuk memajukan 
usahanya, baik dari sisi penjualan maupun pemasaran (Ayuwuragil, 
2017).

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang 
selalu mengalami peningkatan jumlah UMKM setiap tahunnya. 
Sebagai bukti peningkatan jumlah UMKM dapat dilihat pada 
gambar 2 berikut yang merupakan grafik peningkatan jumlah 
UMKM di Jawa Tengah dari tahun 2009 hingga tahun 2021:
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Gambar 1. Jumlah UMKM di Jawa Tengah pada tahun 2009 hingga 
2021 

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jawa Tengah, 
2022.

Berdasarkan informasi pada Gambar 1 diatas diketahui bahwa 
Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan jumlah UMKM setiap 
tahunnya dari tahun 2009 hingga tahun 2021, yang semula hanya 
65.878 UMKM yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 
2021 meningkat drastis menjadi 173.431 UMKM. . Data ini menjadi 
menarik setelah kita kaitkan dengan masuknya virus COVID-19 
pada tahun 2019, bahwa pandemi COVID-19 tidak mengakibatkan 
berkurang atau berkurangnya jumlah UMKM di Jawa Tengah, 
melainkan terus meningkat.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten di 
Jawa Tengah yang mengandalkan UMKM sebagai penunjang 
perekonomian. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu 
kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki jumlah UMKM 
terbanyak jika dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitarnya. 
Berikut data jumlah UMKM di Karesidenan Banyumas tahun 2022:
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Gambar 2. Jumlah UMKM di Karesidenan Banyumas 
Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa 

Tengah, 2022.

Data gambar 2 di atas menunjukkan bahwa jika dibandingkan 
dengan 3 (tiga) kabupaten yang berbatasan langsung dengan 
Kabupaten Banyumas (Banjarnegara, Purbalingga, dan Cilacap), 
Kabupaten Banyumas menduduki peringkat pertama dengan 
jumlah UMKM terbanyak yaitu 8.543 UMKM.

 Banyaknya UMKM yang dimiliki Kabupaten Banyumas 
menggerakkan Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas 
Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Dinnakerkop 
UKM) untuk menerapkan digitalisasi UMKM melalui “Glasirosi” 
atau Digitalisasi, Kolaborasi dan Integrasi yang dimaksudkan 
sebagai sarana promosi bagi UMKM. di Kabupaten Banyumas 
(Darmawan, 2022).

Pandemi COVID-19 memberikan dampak langsung terhadap 
sektor perekonomian Kabupaten Banyumas dengan mengakibatkan 
terjadinya PHK terhadap 1.222 pekerja dari 54 instansi di Kabupaten 
Banyumas (Antara, 2020). Berbagai dampak yang timbul akibat 
pandemic Covid-19 menimbulkan masalah-masalah baru berkaitan 
dengan perekonomian Masyarakat hingga bertambahnya jumlah 
keluarga miskin. Sehingga dalam  penelitian ini akan dianalisis 
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secara lebih lanjut permasalahan yang berkaitan dengan digitalisasi 
UMKM sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten 
Banyumas. Penelitian mengenai digitalisasi telah banyak dilakukan 
oleh peneliti terdahulu, namun penelitian mengenai digitalisasi 
UMKM di Kabupaten Banyumas masih sangat jarang dilakukan 
sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan, mengingat 
pentingnya peran UMKM dalam menunjang perekonomian 
masyarakat, khususnya dalam menanggulangi masalah kemiskinan 
di Kabupaten Banyumas. 

B. Metode

Penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikanpermasalahan 
mengenai Digitalisasi UMKM sebagai upaya penanggulangan 
kemiskinan di Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif 
yang terutama dilakukan melalui pertanyaan terbuka, berbagai data 
berupa teks dan gambar melalui pendekatan emerging (Creswell, 
2014). Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui 
metode wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Sebagai 
alat pemilihan informan, peneliti menggunakan teknik purposive 
sampling. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan model analisis interaktif dari Miles et.al (2014) yaitu 
melalui proses pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data 
dan	verifikasi	data	serta	penarikan	kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

Era globalisasi telah mengubah hampir seluruh tatanan 
industri guna beradaptasi dan memenuhi tuntutan yang semakin 
meningkat (Andulkar et al. 2018). Hal ini memerlukan penyesuaian 
rantai	produksi	secara	efisien	dan	fleksibel,	sehingga	hanya	akan	
menghasilkan produk yang sengaja dirancang dalam jumlah terbatas 
sesuai permintaan (Müller et al. 2017) namun dengan kapasitas 
dan biaya produksi massal (Bogner et al. .2016). Dalam mengatasi 
perubahan tersebut, digitalisasi diyakini sebagai teknologi yang 
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paling penting (Zhou 2013).

Digitalisasi secara total mengubah karakter dan sifat model 
kewirausahaan menjadi lebih berbasis pada perkembangan digital 
(Nambisan, 2017). Digitalisasi berfokus pada proses perubahan 
organisasi melalui adopsi teknologi digital (Sebastian et al. 2017; Vial 
2019), yang mengubah organisasi menjadi artefak, infrastruktur, dan 
platform digital (Briel et al. 2018; Giones & Brem 2017; Nambisan 
2017; Nambisan et al. 2019; Yi et al. 2019), serta mekanisme bisnis dan 
manajemen digital (Srinivasan dan Venkatraman 2018). Teknologi 
digital merupakan kombinasi teknologi informasi dan komunikasi 
yang terintegrasi dalam sistem komputer (Sturgeon, 2019), dapat 
diprogram, dapat dialamatkan, logis, dapat dilacak, disosialisasikan, 
dikomunikasikan dan mudah diingat (Yoo, 2010). Oleh karena 
itu, transformasi digital atau digitalisasi dapat membantu suatu 
perusahaan untuk memperoleh dan mempertahankan daya saing 
dan keunggulannya melalui berbagai upaya untuk meningkatkan 
fleksibilitas	dan	ketahanan	organisasinya	(Briel	et	al.	2018)	serta	
dengan melakukan perbaikan pada kapabilitas dinamisnya 
(Sambamurthy et al. al.2003; vial 2019).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah 
pengguna internet aktif yang tinggi. Selama lima tahun terakhir, 
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di 
Indonesia	menunjukkan	perkembangan	yang	sangat	signifikan	dan	
peningkatan jumlah penggunanya. Perkembangannya terlihat pada 
gambar di bawah ini:

249



Gambar 3. Tren Indikator TIK di Indonesia, 2017 – 2021. 
Sumber: BPS, 2022.

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa indikator 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi paling pesat 
terjadi pada penggunaan internet rumah tangga dengan angka 
sebesar 82,07 persen pada tahun 2021. Kemudian, pertumbuhan 
penggunaan internet pada rumah tangga diikuti oleh pertumbuhan 
penggunaan internet pada rumah tangga. penduduk yang memiliki 
telepon selular. pada tahun 2017-2021 yang mencapai 65,87 
persen. Sedangkan kepemilikan komputer rumah tangga pada 
tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 18,24 persen. Jumlah 
penduduk yang menggunakan internet mengalami peningkatan 
selama periode 2017-2021, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan 
persentase penduduk yang mengakses internet pada tahun 2017 
sekitar 32,34 persen menjadi 62,10 persen pada tahun 2021. Di sisi 
lain, kepemilikan telepon tetap kabel di rumah tangga mengalami 
penurunan. dari tahun ke tahun, pada tahun 2018 persentase rumah 
tangga yang memiliki/menguasai telepon rumah berkisar 2,61 
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A. Pendahuluan 

Meskipun pembangunan ekonomi Indonesia terus membaik, 
permasalahan kemiskinan dan stunting masih belum terselesaikan 
(Papilaya, 2020). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), 
pada September 2022, jumlah penduduk miskin di Indonesia 
mencapai 26,16 juta orang, atau mencakup sekitar 9,54% dari total 
penduduk (Goma, Sandy & Zakaria, 2021). Angka kemiskinan 
mengalami peningkatan dibandingkan September 2021 sebesar 
10,14%. Demikian pula dengan stunting, yang mengacu pada 
gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak kecil 
akibat kekurangan gizi kronis, yang mengikuti pola yang sama 
(Kustanto, 2021). Berdasarkan temuan Riskesdas 2019, prevalensi 
stunting di Indonesia sebesar 27,7%. Menurut data yang ada, lebih 
dari seperempat populasi balita di Indonesia mengalami kondisi 
stunting (Rusliani, Hidayani & Sulistyoningsih, 2022). Angka-angka 
yang disajikan sangat memprihatinkan dan menunjukkan bahwa 
permasalahan gizi buruk di Indonesia masih sangat kritis (Doni 
dkk, 2020).

Upaya penurunan angka kemiskinan dan stunting telah 
dilakukan pemerintah melalui berbagai program seperti Program 
Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu 
Indonesia Sehat (KIS), bantuan pangan nontunai, dan intervensi 
gizi	spesifik	lainnya	(Nulhaqim	dkk,	2019).	Namun,	karena	akar	
penyebab kemiskinan dan stunting bersifat multidimensi, maka 
diperlukan pendekatan kolaboratif dari berbagai pemangku 
kepentingan. Masyarakat semakin menuntut program pengentasan 
kemiskinan dan stunting yang tepat sasaran, terukur dampaknya, 
dan mampu memberikan hasil nyata dalam waktu singkat (Yuda, 
2023).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah melakukan evaluasi 
terhadap efektivitas berbagai program yang bertujuan untuk 
mengurangi kemiskinan dan stunting di Indonesia. Penelitian yang 
dilakukan Suleman & Resnawaty (2020) mengungkapkan bahwa 
program seperti PKH dan bantuan pangan nontunai terbukti 
cukup efektif dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. 
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Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Qodrina & Sinuraya 
(2021) menyimpulkan bahwa stunting disebabkan oleh faktor 
multidimensi, sehingga menunjukkan bahwa intervensi tunggal 
seperti suplementasi nutrisi tidak cukup efektif. Diperlukan 
kolaborasi yang lebih solid antara sektor-sektor dan para pemangku 
kepentingan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Fan, Zhang 
& Zhang (2000) di Tiongkok menunjukkan bahwa keterlibatan 
sektor swasta dalam program pengentasan kemiskinan memiliki 
dampak yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas 
dan pendapatan kelompok miskin pedesaan. Hal ini semakin 
memperkuat pentingnya menjalin kemitraan antara pemerintah dan 
swasta (public-private) dalam upaya mengatasi permasalahan sosial 
di Indonesia, termasuk kemiskinan dan stunting.

Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis model 
kemitraan pemerintah-swasta atau Public-Private Partnership 
(PPP) dalam program pengentasan kemiskinan dan stunting 
di Indonesia. Studi ini secara khusus akan mengkaji tantangan, 
peluang, dan strategi optimalisasi Public-Private Partnership (PPP) 
guna meningkatkan efektivitas intervensi kemiskinan dan stunting 
di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi 
kebijakan konkrit bagi pemerintah dan dunia usaha untuk bersinergi 
dalam mengatasi permasalahan sosial yang terus menghambat 
pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Dengan menerapkan skema Public-Private Partnership (PPP), 
diharapkan bahwa upaya untuk mengurangi kemiskinan dan 
stunting di Indonesia dapat mencapai hasil yang lebih optimal 
dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sektor swasta 
mempunyai	potensi	untuk	memberikan	kontribusi	yang	signifikan	
dalam hal sumber daya, keahlian, teknologi, dan modal. Sementara 
pemerintah terus berperan dalam memastikan program-program 
yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan menggabungkan 
keunggulan komparatif yang dimiliki oleh masing-masing pihak, 
diperkirakan bahwa pencapaian target penurunan kemiskinan 
dan	stunting	dapat	dilakukan	dengan	lebih	efisien	daripada	hanya	
mengandalkan program sektor publik atau swasta secara terpisah. 
Argumen ini diperkuat oleh bukti empiris mengenai keberhasilan 
model PPP dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di beberapa 
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negara. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk merumuskan 
model kolaborasi yang ideal antara pemerintah Indonesia dan sektor 
swasta dalam mengatasi masalah sosial kemiskinan dan stunting.

B. Tinjauan Pustaka 

Public-Private Partnership (PPP)

Public-Private Partnership (PPP) telah muncul sebagai model 
kolaboratif yang populer dalam memberikan layanan publik di 
berbagai negara (Dzaky, 2021). PPP melibatkan kolaborasi antara 
entitas pemerintah dan sektor swasta dalam rangka membangun, 
membangun, dan mengoperasikan proyek atau layanan yang 
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum 
(Alfen et.al, 2009; Mudiparwanto & Gunawan, 2022). Dalam konteks 
program pengurangan kemiskinan, pendekatan Public-Private 
Partnership (PPP) diimplementasikan melalui berbagai skema 
yang meliputi program pemberdayaan ekonomi, peningkatan 
keterampilan, aksesibilitas kesehatan dan pendidikan, serta 
pembangunan infrastruktur di wilayah yang tergolong daerah 
miskin (Aziz, 2007).

Di India, kemitraan antara pemerintah dan perusahaan 
telekomunikasi telah menghasilkan pengembangan model desa 
digital yang bertujuan untuk meningkatkan akses internet dan 
keterampilan digital di kalangan penduduk pedesaan yang miskin 
(James, 2002; Pawar, 2021). Penelitian ini mengungkapkan bahwa 
model yang diimplementasikan berhasil meningkatkan tingkat 
literasi dan inklusi digital, yang pada gilirannya membuka peluang 
ekonomi dan pendidikan bagi warga yang berada dalam kondisi 
ekonomi yang kurang baik (Chowdary, 2002). Di Afrika Selatan, 
kemitraan publik-swasta antara pemerintah dan perusahaan 
konstruksi telah berhasil dalam upaya membangun perumahan 
yang terjangkau bagi masyarakat dengan pendapatan rendah di 
daerah perkotaan yang kurang berkembang (Sanni & Hashim, 2014). 
Hal	ini	secara	signifikan	meningkatkan	kualitas	perumahan	dan	
kesejahteraan penduduk perkotaan yang kurang mampu (Goebel, 
2007).
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Dalam konteks stunting, Pendekatan Public-Private Partnership 
(PPP) juga diimplementasikan dalam berbagai program gizi dan 
kesehatan masyarakat (Zachwieja et.al, 2013). Beberapa bentuk 
implementasinya antara lain pembangunan posyandu oleh 
perusahaan, pemberian suplemen gizi oleh lembaga swadaya 
masyarakat dan dunia usaha, serta upaya kolaborasi dengan media 
untuk memberikan edukasi gizi seimbang (Atmojo et.al, 2020; 
Ahmed, 2017). Di Kenya, Unilever berkolaborasi dengan pemerintah 
untuk terlibat dalam inisiatif pendidikan dan kampanye nutrisi, 
sehingga berkontribusi terhadap penurunan prevalensi stunting 
(Matu & Shekar, 2016). Di India, organisasi non-pemerintah (LSM) 
berkolaborasi dengan pemerintah untuk melaksanakan intervensi 
gizi	di	tingkat	desa,	yang	telah	terbukti	secara	signifikan	mengurangi	
kejadian stunting (Avula et.al, 2022).

Di Indonesia, konsep Public-Private Partnership (PPP) diatur 
melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama 
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 
(Wardhani, 2023). Salah satu bentuk implementasinya adalah 
Public-Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah-Bisnis 
untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, jalur kereta 
api, penyediaan air bersih, dan lain-lain. Namun, implementasi 
Public-Private Partnership (PPP) untuk pengentasan kemiskinan 
dan stunting di Indonesia dinilai masih terbatas (Abdullah, 2020). 
Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan 
multinasional saat ini melaksanakan program Corporate Social 
Responsibility (CSR) yang berkaitan dengan pemberdayaan 
masyarakat dan peningkatan gizi. Potensi Public-Private Partnership 
(PPP) untuk permasalahan sosial ini belum sepenuhnya optimal 
(Mariane, 2019).

Berdasarkan pengalaman implementasi di berbagai negara, 
Public-Private Partnership (PPP) dinilai memiliki beberapa 
keunggulan	dalam	meningkatkan	efektivitas	dan	efisiensi	program	
pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting (Yurdakul & 
Kamaşak,	2021).	Public-Private	Partnership	 (PPP)	mempunyai	
kapasitas untuk mengintegrasikan keahlian teknis, sumber 
daya keuangan, dan jaringan operasional dari sektor swasta 
dengan pengetahuan lokal dan legitimasi pemerintah (Widdus, 
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2005). Namun, KPS juga tidak luput dari sejumlah tantangan 
yang perlu diantisipasi, seperti misalignment tujuan, komitmen 
jangka panjang, dan transparansi (Pessoa, 2006). Oleh karena itu, 
pembentukan desain kelembagaan dan mekanisme tata kelola yang 
tepat diperlukan untuk memastikan berfungsinya Public-Private 
Partnership (PPP) secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian studi kasus dan konseptualisasi Public-
Private Partnership (PPP) di atas, dapat disimpulkan bahwa PPP 
berpotensi menjadi salah satu solusi inovatif dalam percepatan 
pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting. Namun 
demikian, untuk mencapai keberhasilan dan keberlanjutan, model 
PPP perlu disesuaikan dengan konteks lokal dan didukung oleh 
komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan yang 
terlibat. Studi ini bertujuan untuk merumuskan model Public-Private 
Partnership (PPP) yang ideal untuk meningkatkan efektivitas upaya 
pengentasan kemiskinan dan pengurangan stunting di Indonesia, 
dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan yang ada.

Collaborative Governance

Collaborative Governance menghadirkan perspektif baru 
dalam memahami interaksi antar pemangku kepentingan dari 
berbagai sektor dalam skema kemitraan seperti Public-Private 
Partnership (PPP). Menurut Ansell dan Gash (2018), Collaborative 
Governance Merujuk pada suatu bentuk pengaturan pengambilan 
keputusan yang melibatkan partisipasi kolektif dari para pemangku 
kepentingan yang berasal dari sektor publik, swasta, dan masyarakat 
sipil. Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk mencapai kesepakatan 
dalam membuat keputusan atau menyelesaikan masalah yang 
bersifat publik.

Ada beberapa karakteristik utama dalam Collaborative 
Governance (Ansell & Gash, 2008), yaitu:

1. Adanya forum kelembagaan yang melibatkan pemangku 
kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan 
keputusan kolektif.
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2. Forum kelembagaan bercirikan pendekatan yang berorientasi 
pada konsensus dan bukan pendekatan mayoritas. Keputusan 
diusahakan untuk mempertimbangkan kepentingan semua 
pihak yang terlibat, bukan hanya ditentukan oleh mayoritas 
suara.

3. Forum kelembagaan memiliki sifat deliberatif, yang berarti 
proses pengambilan keputusan didasarkan pada diskusi 
terbuka dan pertukaran argumen yang rasional.

4. Forum kelembagaan bertujuan untuk memfasilitasi 
pengambilan keputusan kolektif yang mengikat seluruh 
anggota, dan tidak hanya didorong oleh satu aktor saja.

Dalam konteks penerapan skema PPP, prinsip-prinsip 
Collaborative Governance dapat berperan dalam mengatasi 
kecenderungan ego-sektoral dan memfasilitasi keselarasan 
kepentingan antara berbagai pemangku kepentingan yang 
terlibat. Dengan adanya forum kolaboratif lintas sektor yang 
inklusif, deliberatif, dan berorientasi pada konteks, diharapkan 
program Public-Private Partnership (PPP) dapat dirancang dan 
diimplementasikan dengan lebih efektif dan akuntabel dalam upaya 
pengurangan pengurangan kemiskinan dan stunting.

Selain prinsip-prinsip umum yang telah disebutkan di atas, 
Emerson et.al (2012) mengidentifikasi lima elemen utama yang 
mempengaruhi keberhasilan Collaborative Governance, yaitu:

1. Inklusivitas pemangku kepentingan.

 Public-Private Partnership (PPP) mensyaratkan keikutsertaan 
seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah 
daerah, kementerian/lembaga, korporasi, LSM, akademisi, 
media, dan kelompok masyarakat, dalam keterwakilannya. 
Semua suara yang ada haruslah diindera dan diakomodasi.

2. Motivasi kolektif

 Pentingnya membangun pemahaman kolektif mengenai 
tujuan, manfaat, dan urgensi Public-Private Partnership (PPP) 
dalam mengatasi kemiskinan dan stunting. Hal ini mendorong 
komitmen dari semua pihak yang terlibat. 
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3. Konsep saling ketergantungan 

 Mengacu pada saling ketergantungan dan keterhubungan 
antara entitas atau sistem yang berbeda. Ini menyoroti 
gagasan bahwa entitas-entitas ini. Para pemangku kepentingan 
mengakui saling ketergantungan dan perlunya Public-Private 
Partnership (PPP) untuk mencapai tujuan bersama. Tidak 
ada aktor yang mampu menyelesaikan permasalahan secara 
individu.

4. Komitmen terhadap Proses Kolaborasi

 Semua entitas yang terlibat memiliki tekad yang kuat untuk 
terlibat secara menyeluruh dalam proses komunikasi, negosiasi, 
dan kolaborasi dalam kemitraan publik-swasta. Tidak ada 
individu yang terlibat dalam perilaku "free rider".

5. Fasilitasi kepemimpinan kolektif

 Dalam konteks ini, diperlukan seorang fasilitator netral yang 
bertugas untuk mengoordinasikan proses komunikasi dan 
pengambilan keputusan secara kolaboratif di antara para 
pemangku kepentingan dalam Public-Private Partnership 
(PPP).

Dengan mempertimbangkan kelima elemen yang telah 
disebutkan, diharapkan bahwa interaksi antara pemangku 
kepentingan dalam kemitraan publik dan swasta dapat berlangsung 
dengan lebih konstruktif. Keputusan yang dihasilkan juga akan 
memiliki legitimasi yang lebih tinggi dan mendapatkan dukungan 
secara kolektif. Namun perlu diperhatikan bahwa pembentukan 
Collaborative Governance memerlukan waktu dan melalui 
beberapa tahapan: pra-negosiasi, penetapan masalah, penetapan 
arah, penataan, dan hasil.

Dalam hal manfaatnya, penelitian telah mengindikasikan 
bahwa penerapan prinsip-prinsip Collaborative Governance dapat 
menghasilkan peningkatan dalam kualitas keputusan publik (Ansell 
& Gash, 2018). Hal ini dapat dicapai melalui:

1. Peningkatan legitimasi melalui keterlibatan pemangku 
kepentingan.
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2. Peningkatan kualitas informasi melalui pertukaran informasi 
lintas batas organisasi.

3. Salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan 
adalah melalui koordinasi antarlembaga.

4. Terbentuknya kepercayaan antar pemangku kepentingan 
sebagai bentuk modal sosial.

5.	 Pengurangan	potensi	konflik	dilakukan	melalui	konsensus	dan	
komunikasi terbuka.

Oleh karena itu, dalam konteks Public-Private Partnership 
(PPP) untuk pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting, 
penerapan Collaborative Governance dinilai sangat penting. Dengan 
mengadopsi pola hubungan yang lebih kolaboratif dan menghindari 
sikap ego-sektoral, program Public-Private Partnership (PPP) 
dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan lebih efektif dan 
akuntabel dalam rangka mempercepat pencapaian target Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Kemitraan yang 
berlandaskan prinsip Collaborative Governance ini juga akan lebih 
berkelanjutan karena adanya motivasi bersama, komitmen kolektif, 
dan rasa saling percaya antar pemangku kepentingan.

Namun penerapan Tata Kelola Kolaboratif dalam Kemitraan 
Pemerintah-Swasta bukannya tanpa tantangan. Beberapa 
tantangan yang mungkin muncul antara lain kurangnya kemauan 
politik, rendahnya kapasitas kelembagaan, kuatnya ego sektoral, 
ketidakpercayaan historis antar pemangku kepentingan, dan lain-
lain (Ansell & Gash, 2018). Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan 
upaya sosialisasi dan peningkatan kapasitas bagi para pemangku 
kepentingan dalam memahami nilai-nilai dan manfaat dari 
Collaborative Governance. Keterlibatan fasilitator pihak ketiga juga 
diperlukan untuk membangun kepercayaan dan mengelola ego 
sektoral dalam proses kolaborasi. Dengan menghadapi tantangan 
yang ada, diharapkan bahwa Collaborative Governance dapat 
meningkatkan efektivitas dan keseimbangan skema kemitraan 
multi-sektor dalam Program Public-Private Partnership (PPP) 
untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan dan stunting 
di Indonesia.
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C. Peluang dan Tantangan Skema Public-Private Partnership (PPP) 
di Indonesia

Kolaborasi pemerintah dan swasta dalam skema Public-Private 
Partnership (PPP) dinilai berpotensi meningkatkan pencapaian 
program pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting di 
Indonesia (Kurniawan, 2007). Alasan dibalik hal ini adalah bahwa 
masing-masing sektor mempunyai sumber daya yang saling 
melengkapi dan keunggulan komparatif (Grimsey & Lewis, 
2007). Pemerintah memiliki data mengenai individu yang hidup 
dalam kemiskinan dan mengalami stunting, yang dikategorikan 
berdasarkan nama dan alamat. Sebaliknya, sektor swasta memiliki 
modal, teknologi, dan jaringan operasional (Engel, Fischer & 
Galetovic, 2014). Dengan mengkolaborasikan potensi yang 
dimiliki oleh setiap pihak yang terlibat, upaya intervensi terhadap 
kemiskinan dan stunting dapat dilaksanakan dengan lebih efektif 
dan terarah (Hahm, Delmon & Wibisono, 2011).

Namun, tantangan utama dalam implementasi Public-Private 
Partnership (PPP) di Indonesia adalah belum optimalnya koordinasi 
antar pemangku kepentingan (Haqq & Gultom, 2021). Hal ini terjadi 
karena masih adanya ego sektoral dan perbedaan kepentingan 
yang menjadi hambatan dalam mencapai sinergi (Hans et.al, 2020). 
Sering kali terjadi ketidakberlanjutan dalam pelaksanaan program 
PPP dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai tujuan dan 
pembagian peran yang jelas di antara pihak-pihak yang terlibat. 
Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan koordinasi melalui forum 
lintas sektor guna menyelaraskan visi dan komitmen bersama.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pendekatan Collaborative 
Governance dapat diterapkan untuk membentuk forum kolaboratif 
yang inklusif dan berorientasi pada konsensus dalam perencanaan 
dan evaluasi program PPP (Ansell & Gash, 2018). Dengan prinsip 
saling memahami motivasi dan ketergantungan antar pemangku 
kepentingan, diharapkan dapat tercipta komitmen bersama 
dan kepemimpinan kolektif yang mengarah pada peningkatan 
koordinasi dalam kemitraan publik-swasta yang lebih efektif 
(Solheim-Kile & Wald, 2019).
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Selain itu, kelemahan yang terdapat pada basis data terpadu 
juga dianggap sebagai faktor yang menghalangi penggunaan 
sebagai sumber informasi yang dapat digunakan dalam proses 
perencanaan dan pemantauan Public-Private Partnership (PPP) 
(Ojelabi et.al, 2018). Dengan menerapkan prinsip Collaborative 
Governance, pertukaran informasi antarsektor dapat ditingkatkan, 
yang pada gilirannya akan meningkatkan kekomprehensifan dan 
akurasi basis data. Hal ini bertujuan untuk memastikan intervensi 
yang tepat sasaran dalam kerjasama antara sektor publik dan swasta 
(Ansell & Gash, 2018). Aspek pembiayaan dan peran lembaga 
swadaya masyarakat (LSM) juga perlu diperkuat melalui pendekatan 
kolaboratif dan inklusif untuk menjamin keberlanjutan Public-
Private Partnership (PPP). Peningkatan kapasitas pemerintah daerah 
dalam pengelolaan PPP, serta evaluasi program berbasis indikator 
yang disepakati bersama, sangat penting untuk memastikan bahwa 
PPP dapat memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan dalam 
mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengatasi stunting di 
Indonesia.

Pembiayaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) 
dinilai belum optimal untuk kolaborasi program jangka panjang 
(Hidayat & Sutarjo, 2021). Hal ini terjadi karena sifat CSR yang tidak 
konsisten dan bergantung pada kebijakan perusahaan (frame, 2005). 
Berdasarkan pengalaman, beberapa program PPP terpaksa terhenti 
di tengah jalan karena menipisnya anggaran tanggung jawab sosial 
perusahaan (CSR) dari perusahaan mitra (Utting, 2005). Oleh 
sebab itu, Odia (2016) memberikan saran perlunya dirumuskan 
skema pembiayaan Public-Private Partnership (PPP) yang lebih 
berkelanjutan, seperti melalui skema kemitraan atau bantuan luar 
negeri.

Lemahnya partisipasi dan peran lembaga swadaya masyarakat 
(LSM) juga menjadi tantangan bagi implementasi Public-Private 
Partnership (PPP) di tingkat daerah (Ojelabi et.al, 2018). Situasi ini 
terjadi karena kurangnya upaya sosialisasi dan keterbatasan akses 
informasi mengenai program-program kemitraan antara pemerintah 
sektor dan swasta kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan 
masyarakat di tingkat bawah (Swanson & Samy, 2002). Namun 
demikian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dianggap memiliki 
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kelebihan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dan 
memberikan pendampingan kepada warga yang menerima manfaat 
dari program tersebut (Kennedy & Dornan, 2009). Berdasarkan hal 
tersebut, diperlukan melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan melibatkan mereka sejak 
tahap perencanaan guna mengatasi kesenjangan yang ada.

Temuan mengejutkan lainnya adalah kurangnya talenta 
pemerintah daerah dalam mengelola skema Public-Private 
Partnership (PPP) (Janssen et.al, 2016). Salah satu faktor yang 
menyebabkan hal tersebut adalah kurangnya pelatihan dan 
kapasitas dalam mengelola proyek kolaboratif (Yang et.al, 2021). 
Akibatnya sering kali terjadi hambatan dalam proses negosiasi dan 
koordinasi Public-Private Partnership (PPP). Oleh sebab itu, penting 
bagi pemerintah daerah untuk memprioritaskan peningkatan 
kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen Public-Private 
Partnership (PPP) untuk mengoptimalkan skema tersebut.

Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Public-Private 
Partnership (PPP) selama ini juga dinilai kurang optimal (Osei-
Kyei & Chan, 2017). Hal ini disebabkan oleh lemahnya sistem 
pemantauan dan kurangnya indikator kinerja program kemitraan 
pemerintah dan swasta yang telah disepakati bersama (Endo, Gianoli 
& Edelenbos, 2020). Akibatnya, sulit untuk menilai sejauh mana 
efektivitas dan dampak program Public-Private Partnership (PPP) 
dalam mengurangi angka kemiskinan dan mengatasi permasalahan 
stunting (Umar et.al, 2012). Karenanya, perlu dirancang kerangka 
pemantauan dan evaluasi program Public-Private Partnership (PPP) 
yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengatasi 
stunting, dengan memasukkan indikator-indikator yang terukur 
dan disepakati bersama.

D. Best Practise dalam Pengembangan Skema Public-Private 
Partnership (PPP)

Sejumlah praktik PPP yang baik juga berhasil diidentifikasi 
dalam studi ini. Salah satu contohnya adalah sinergi antara PT 
Semen Indonesia Group dan pemerintah daerah dalam program 
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Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di sekitar lingkar pertama 
pabrik mereka (Indrawati, Komara & Wijaya, 2012). Kemitraan 
ini dinilai berhasil meningkatkan akses terhadap pendidikan 
anak usia dini bagi keluarga kurang mampu secara ekonomi, 
sehingga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan 
dan perkembangan mereka. Keberhasilan praktik-praktik tersebut 
didorong oleh adanya komitmen bersama, kontribusi nyata dari 
seluruh pihak yang terlibat, dan koordinasi yang efektif, sejalan 
dengan prinsip Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2018).

Praktik baik lainnya adalah Program Kawasan Pangan 
Berkelanjutan (KRPL) yang dilaksanakan pemerintah bekerja sama 
dengan PT Nestle Indonesia. Skema kemitraan ini memanfaatkan 
pekarangan perumahan untuk budidaya sayuran organik melalui 
pemberian bibit, pelatihan, dan pendampingan teknis. Program 
ini terbukti meningkatkan ketahanan pangan dan swasembada 
rumah tangga sasaran yang sebelumnya mengalami kekurangan 
gizi. Keberhasilan program ini tidak terlepas dari metodologi yang 
tepat, kontribusi nyata dari mitra, dan kepemilikan bersama oleh 
penerima manfaat (Mahrunnisa, Agussabti & Kasimin, 2019).

Lebih lanjut, kemitraan antara PT YTL Jawa Timur dan 
pemerintah daerah dalam penyediaan air bersih di kawasan 
kumuh	dinilai	telah	mencapai	keberhasilan	yang	signifikan.	Skema	
kolaborasi Build-Operate-Transfer (BOT) mempunyai kemampuan 
untuk meningkatkan akses terhadap air bersih bagi masyarakat 
miskin perkotaan yang sebelumnya kurang terlayani. Ini secara 
langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan dan 
produktivitas penduduk di wilayah tersebut. Salah satu faktor yang 
berkontribusi terhadap keberhasilannya terletak pada pemanfaatan 
keahlian teknis dari mitra swasta dan keterlibatan aktif masyarakat 
dalam pemeliharaan fasilitas (Amelinda & Kriswibowo, 2021).

Untuk mendorong pengembangan praktik-praktik baik ini, 
diperlukan forum kolaboratif yang inklusif untuk merumuskan 
model PPP partisipatif, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan 
aspirasi pemangku kepentingan (Voinov, 2012). Melalui penerapan 
Collaborative Governance, diharapkan program-program 
Public-Private Partnership (PPP) ke depan dapat dirancang lebih 
canggih guna mengoptimalkan keterlibatan pihak swasta dalam 
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pemberdayaan ekonomi dan intervensi gizi, sehingga mempercepat 
pengentasan kemiskinan dan mengatasi stunting.

E. Public-Private Partnership (PPP) sebagai Akselerator 
Pengentasan Kemiskinan dan Stunting

Berdasarkan berbagai temuan di atas, dapat asumsikan 
bahwa Public-Private Partnership (PPP) mempunyai potensi yang 
signifikan dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan 
mengatasi stunting di Indonesia. Namun demikian, untuk mencapai 
hasil yang optimal, perlu dirancang model kolaboratif yang sesuai 
dengan konteks lokal dan didukung oleh komitmen dan koordinasi 
yang baik dari seluruh pihak yang terlibat. Beberapa praktik terbaik 
yang ada dapat menjadi referensi awal untuk merumuskan model 
Public-Private Partnership (PPP) yang ideal untuk Indonesia. 
Dengan adanya desain yang terencana dengan baik, Public-Private 
Partnership (PPP) diyakini mampu mengatasi keseimbangan dan 
mempercepat pencapaian program pengurangan kemiskinan dan 
stunting di Indonesia.

Secara khusus, skema PPP untuk mempercepat pengentasan 
kemiskinan perlu mengoptimalkan peran sektor swasta dalam 
memberdayakan kemampuan ekonomi kelompok miskin melalui 
pelatihan keterampilan dan akses terhadap modal. Pentingnya hal 
ini perlu ditegaskan, mengingat pengangguran dan rendahnya 
produktivitas merupakan penyebab utama kemiskinan di Indonesia. 
Pengalaman empiris di India dan Bangladesh menunjukkan bahwa 
pemberdayaan ekonomi melalui Public-Private Partnership (PPP) 
telah berhasil meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin 
secara	signifikan.	Oleh	karena	itu,	disarankan	agar	skema	serupa	
dapat diimplementasikan dan disesuaikan dengan kondisi lokal 
di setiap wilayah guna mengatasi permasalahan kemiskinan di 
Indonesia.

Skema PPP untuk mempercepat penurunan stunting harus 
memprioritaskan peningkatan akses gizi seimbang bagi ibu hamil 
dan	anak	balita	dari	keluarga	miskin.	Hal	ini	memiliki	signifikansi	
yang sangat penting mengingat bahwa stunting terjadi akibat 
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A. Konsep Pengukuran Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan masih menjadi masalah klasik pada beberapa 
negara berkembang. Indonesia merupakan negara yang mempunyai 
permasalahan kemiskinan cukup kompleks. Adanya kompleksitas 
ini terkadang mengakibatkan tumpang tindihnya program 
penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Salah satu cara untuk 
berhasil melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yaitu 
dengan tercapaianya ketepatan sasaran penerima program. Hal 
tersebut dapat terwujud dari konsep serta pengukuran kemiskinan 
yang tepat. Mengkonsep dan mengukur suatu kemiskinan 
akan memberikan pengaruh pada dasar kebijakan program 
penanggulangan kemiskinan. 

Pengukuran kemiskinan di Indonesia dilakukan oleh beberapa 
lembaga pemerintahan dengan masing-masing pendekatan 
pengukurannya. Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki dua 
pendekatan pengukuran kemiskinan dari hasil pengukuran makro 
dan mikro. Pendekatan moneter untuk pengukuran kemiskinan 
makro, sedangkan pendekatan karakteristik rumah tangga pada 
pengukuran kemiskinan mikro. Kemudian, Badan Kependudukan 
dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggunakan 
pendekatan keluarga sejahtera dalam mengukur kemiskinannya. 
Selanjutnya ada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Bappenas)/ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 
mempunyai konsep pendekatan sendiri yang diambil dari konsep 
Sustainable Development Goals (SDGs). Lalu, Kementerian Sosial 
yang menggunakan pendekatan kesejahteraan sosial. Terakhir 
yakni adanya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi (Kemendesa) melalui Indeks Desa Membangun 
(IDM).

Perbedaan dari masing-masing lembaga pemerintahan 
diantaranya meliputi waktu pelaksanaan, sasaran, pendekatan, 
metode, penentuan penduduk miskin serta penentuan indikator-
indikator kemiskinannya. Melihat angka kemiskinan perlu hati-hati, 
mencermatinya dari berbagai perspektif itu perlu. Apabila dipantau 
dari pertumbuhan ekonominya didapatkan hasil yang relatif baik, 
belum tentu hasilnya sama ketika dilihat dari indikator sosial.
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B. Pengukuran Kemiskinan dengan Pendekatan Moneter dan 
Karakteristik Rumah Tangga (Versi BPS)

Pengukuran kemiskinan versi BPS dibedakan menjadi dua 
macam, secara makro dan mikro. Pengukuran kemiskinan makro 
atau absolut dimulai sejak tahun 1976 menggunakan data dari 
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), sebagai informasi 
tambahan digunakan pula data dari Survei Paket Komoditi 
Kebutuhan Dasar (SPKKD). Adapun metode yang digunakan yaitu 
melalui pendekatan moneter. Pendekatan ini melihat berdasarkan 
pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan mempertimbangkan 
setiap anggota rumah tangga (nantinya disebut pengeluaran per 
kapita).

Indikator kemiskinan yang dihasilkan dari pengukuran 
kemiskinan secara makro diantaranya adalah persentase penduduk 
miskin, yaitu persentase penduduk yang pengeluarannya berada 
di bawah garis kemiskinan (disebut Po/Head Count Index), jumlah 
penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1/Poverty Gap 
Index), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2/Poverty Severity Index). 
Setelah menentukan pengeluaran per kapita, langkah selanjutnya 
adalah membangun standar minimum untuk membagi penduduk 
menjadi miskin dan tidak miskin. Standar minimum ini sering 
dikenal sebagai Garis Kemiskinan (GK) yang merupakan nilai 
pengeluaran untuk kebutuhan minimum makanan dan bukan 
makanan per kapita per bulan. Keberadaan kebutuhan dasar 
minimum	dapat	dikatakan	sebagai	ukuran	finansial	dalam	bentuk	
uang. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan 
tadi nantinya digolongkan sebagai penduduk miskin.

Pengukuran kemiskinan mikro telah dilakukan BPS sejak 
tahun 2005 dengan nama Pendataan Sosial Ekonomi (PSE05). 
Adanya PSE05 merupakan data level individu pertama yang 
tersedia sebagai dasar dari program-program perlindungan sosial 
dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin. Pada saat itu 
keberadaan PSE05 dimaksudkan untuk mendapatkan data rumah 
tangga penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai). Setelah kegiatan 
PSE05, tahun 2007 BPS juga melakukan pengukuran kemiskinan lagi 
bernama Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan 2007 
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(SPDKP07). Kegiatan SPDKP07 merupakan basis data untuk calon 
penerima bantuan tunai melalui Program Keluarga Harapan (PKH). 
Bulan September tahun 2008, BPS melakukan Pendataan Program 
Perlindungan Sosial (PPLS08) tujuannya untuk memperbarui 
data PSE05 dan SPDKP07. Kemudian bulan Juli tahun 2011, BPS 
melaksanakan lagi Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 
(PPLS11) untuk memperoleh informasi rumah tangga miskin yang 
digunakan sebagai Basis Data Terpadu (BDT) dalam program 
bantuan dan perlindungan sosial tahun 2012-2014.

Penentuan sasaran dalam kegiatan-kegiatan pengukuran 
kemiskinan tersebut didasarkan pada pendekatan karakteristik 
rumah tangga, bukan dengan pendekatan nilai konsumsi 
pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti 
pada data kemiskinan makro. Penentuan kategori rumah tangga 
penerima program bantuan dan perlindungan sosial menggunakan 
metode sistem skoring, yaitu setiap variabel diberi skor berupa 
bobot yang didasarkan pada besarnya pengaruh dari setiap variabel 
terhadap kemiskinan. Jumlah variabel serta besarnya bobot berbeda 
disetiap kabupaten. Bobot masing-masing variabel terpilih pada 
setiap kabupaten/kota dihitung indeks skor rumah tangga penerima, 
selanjutnya indeks diurutkan dari terbesar sampai terkecil, semakin 
tinggi nilainya maka semakin miskin rumah tangga tersebut. 

C. Pengukuran Kemiskinan dengan Pendekatan Keluarga 
Sejahtera (Versi BKKBN)

Pengukuran kemiskinan versi BKKBN telah dilakukan sejak 
tahun 1994. Tujuannya adalah menyediakan informasi serta data 
keluarga sebagai dukungan dalam pelaksanaan operasional dan 
manajemen Program Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. 
Pengukuran kemiskinan tersebut diharapkan dapat menghasilkan 
data yang berkualitas, akurat, tepat waktu, terpercaya, memberikan 
gambaran yang tepat dan menyeluruh tentang keadaan di lapangan. 
Pengukuran kemiskinan BKKBN menggunakan aspek keluarga 
sejahtera. 
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Aspek keluarga sejahtera terdiri dari empat sub aspek berupa 
Aspek Demografi, Aspek Keluarga Berencana, Aspek Tahapan 
Keluarga Sejahtera, Aspek Individu Anggota Keluarga. Adapun 
aspek keluarga sejahtera ini dikumpulkan dengan menggunakan 
13 variabel yang meliputi 21 indikator sesuai pemikiran para pakar 
sosiologi dalam membangun keluarga sejahtera. Faktor-faktor 
dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga diantaranya 
terdiri dari kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis, 
kebutuhan pengembangan, serta kebutuhan aktualisasi diri dalam 
berkontribusi bagi masyarakat di lingkungannya. Pengukuran 
kemiskinan versi BKKBN tersebut nantinya menghasilkan lima 
tingkatan kesejahteraan, yakni tahap Keluarga Prasejahtera, 
Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III 
dan Keluarga Sejahtera III Plus.

D. Pengukuran Kemiskinan dengan Pendekatan Sustainable 
Development Goals/ SDGs (Versi BAPPENAS)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development 
Goals (TPB/SDGs) adalah Agenda 2030 yang merupakan 
kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi 
manusia dan kesetaraan. Kesepakatan tersebut berprinsip universal, 
integrasi dan inklusif. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ 
Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang 
menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara 
berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan 
kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas 
lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan 
dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan 
kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Sebagai komitmen global dan nasional, Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 
mengupayakan untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 
17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) 
Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) 
Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi 
Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan 
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Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya 
Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) 
Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan 
Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; 
(16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan 
(17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs 
Indonesia yaitu 49 dari 67 indikator MDGs, namun demikian 
masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam 
pelaksanaan TPB/SDGs. Beberapa indikator yang harus dilanjutkan 
tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis 
kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum di bawah 
1.400 kkal/kapita/hari, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), 
penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi di 
daerah perdesaan serta disparitas capaian target antar provinsi yang 
masih lebar.

Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan TPB/
SDGs bersama dengan Kementerian/Lembaga, Ormas dan Media, 
Filantropi dan Pelaku Usaha serta Akademisi dan Pakar perlu 
merumuskan Rencana Aksi (Renaksi) TPB/SDGs sebagai acuan 
bagi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat nasional 
(Rencana Aksi Nasional/RAN) maupun di tingkat daerah (Rencana 
Aksi Daerah/RAD). Renaksi TPB/SDGs adalah dokumen rencana 
kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang 
secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target 
nasional dan daerah. Dengan renaksi tersebut diharapkan pihak-
pihak terkait ditingkat nasional dan daerah memiliki komitmen dan 
kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program, serta 
kegiatan untuk mencapai sasaran TPB/SDGs.

Sebagai upaya untuk memudahkan pelaksanaan dan 
pemantauan, 17 Tujuan dan 169 target TPB/SDGs dikelompokkan 
ke dalam empat pilar diantaranya, 1) Pilar pembangunan sosial: 
meliputi Tujuan 1, 2, 3, 4 dan 5; kemudian 2) Pilar pembangunan 
ekonomi: meliputi Tujuan 7, 8, 9, 10 dan 17; selanjutnya 3) Pilar 
pembangunan lingkungan: meliputi Tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15; 
serta yang terakhir 4) Pilar pembangunan hukum dan tata kelola: 
meliputi	Tujuan	16	(https://sdgs.bappenas.go.id).
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E. Pengukuran Kemiskinan dengan Pendekatan Kesejahteraan 
Sosial (Versi Kementerian Sosial)

Komitmen dari  Kementerian Sosial  adalah untuk 
mempromosikan taraf kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk 
Indonesia. Mereka yang mengalami keterbatasan dalam mengakses 
potensi serta sumber daya kesejahteraan sosial karena adanya 
hambatan sosial psikologis pada siklus hidupnya disebut dengan 
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Menurut 
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.8 Tahun 2012 
terdapat 26 jenis individu perorangan, keluarga atau kelompok 
masyarakat yang termasuk golongan PMKS diantaranya anak 
balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan 
hukum, anak jalanan, anak disabilitas, anak korban tindak 
kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut 
usia telantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, 
pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan 
lembaga pemasyarakatan, orang penderita HIV/AIDS (ODHA), 
korban	penyalahgunaan	NAPZA,	korban	trafficking,	korban	tindak	
kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, korban bencana alam, 
korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir 
miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis dan komunitas adat 
terpencil. Penentuan PMKS tersebut dilihat berdasarkan faktor 
demografi,	pendidikan,	kesehatan,	ketenagakerjaan,	serta	sosial	
ekonomi.  

Sebagaimana dalam Undang-undang RI No.11 Tahun 2009 
menjelaskan tentang kesejahteraan sosial, dimana kesejahteraan 
sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, 
spiritual dan warga negara agar dapat hidup layak serta mampu 
mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi 
sosialnya. Berdasarkan hal tersebut, konsep kesejahteraan sosial 
sekaligus dijadikan sebagai pendekatan dalam pengukuran 
kemiskinan versi Kemensos. 

Pengukuran kemiskinan versi Kemensos dilaksanakan melalui 
kerjasama dengan BPS dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional 
(Susenas). Penentuan PMKS dapat diketahui dari kuesioner Kor 
serta kuesioner Modul Sosial Budaya dan Pendidikan. Kuesioner 
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pengukuran kemiskinan. Upaya menciptakan indikator khusus 
terkait pengukuran kemiskinan berbasis locality diharapkan dapat 
menyasar kepada orang-orang yang tepat. 
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PENGENTASAN 
KEMISKINAN

Kemiskinan adalah fenomena sosial yang melibatkan ketidakmampuan 

individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti 

makanan, air bersih, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ini adalah 

masalah global yang memengaruhi berbagai negara, termasuk Indonesia. 

Sinopsis ini akan membahas kemiskinan sebagai isu yang melibatkan berbagai 

aspek. Di Indonesia, kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan serius. 

Meskipun telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan selama beberapa dekade 

terakhir, tingkat kemiskinan masih cukup tinggi, mencapai sekitar 9,22% pada 

tahun 2020. Masalah ini melibatkan berbagai faktor penyebab, termasuk 

ketidaksetaraan pendapatan, akses terbatas ke pendidikan berkualitas, dan 

akses terbatas ke layanan kesehatan. Kemiskinan cenderung lebih merajalela di 

daerah pedesaan, di mana sektor pertanian masih menjadi mata pencaharian 

utama banyak orang. Pertanian yang rentan terhadap perubahan iklim, �luktuasi 

harga, dan masalah lainnya dapat menyebabkan kesulitan ekonomi bagi 

keluarga-keluarga di pedesaan. Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi 

kemiskinan melalui berbagai program bantuan sosial, termasuk Kartu Sembako 

dan Kartu Prakerja, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pekerja 

dan memberikan akses ke perumahan dan layanan kesehatan. Pemerintah juga 

mendorong investasi di sektor-sektor ekonomi yang dapat menciptakan 

lapangan kerja baru. Tantangan di masa depan melibatkan memastikan 

pertumbuhan ekonomi yang adil, peningkatan akses pendidikan dan layanan 

kesehatan, serta pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi. Penting untuk 

diingat bahwa kemiskinan adalah masalah multidimensi yang memerlukan kerja 

sama lintas sektor, termasuk pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat sipil. 

Upaya berkelanjutan dan komprehensif dibutuhkan untuk mencapai 

perkembangan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Dalam 

rangka mengatasi kemiskinan, peran bersama dari berbagai pemangku 

kepentingan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, 

makmur, dan berkelanjutan.

PENERBIT WAWASAN ILMU
Anggota IKAPI (215/JTE/2021)
Email
WA
FB
IG

Web

: naskah.wawasanilmu@gmail.com
: 089 535 969 2310
: Penerbit Wawasan Ilmu
: @penerbitwawasanilmu

@katalogwawasanilmu
: www.wawasanilmu.co.id

UMUM


	f199ba6d9ccb39743d2aaa5696af4321a2300005eef3a58bfc26bc1b92b1fb82.pdf
	f199ba6d9ccb39743d2aaa5696af4321a2300005eef3a58bfc26bc1b92b1fb82.pdf
	f199ba6d9ccb39743d2aaa5696af4321a2300005eef3a58bfc26bc1b92b1fb82.pdf
	f199ba6d9ccb39743d2aaa5696af4321a2300005eef3a58bfc26bc1b92b1fb82.pdf
	f199ba6d9ccb39743d2aaa5696af4321a2300005eef3a58bfc26bc1b92b1fb82.pdf
	f199ba6d9ccb39743d2aaa5696af4321a2300005eef3a58bfc26bc1b92b1fb82.pdf
	f199ba6d9ccb39743d2aaa5696af4321a2300005eef3a58bfc26bc1b92b1fb82.pdf

